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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

bahwa untuk tertib administrasi penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PEDOMANPENYUSUNANRENCANAKERJADANANGGARANSATUAN
KERJAPERANGKATDAERAHDANRENCANAKERJADANANGGARAN

PEJABATPENGELOLAKEUANGANDAERAH

TENTANG

NOMOR77 TAHUN2019

SALINAN
PERATURANGUBERNURKALIMANTANTIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat RKA-SKPDadalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja
program dan kegiatan SKPDsebagai dasar penyusunan APBD.

2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPASadalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPDsebelum
disepakati dengan DPRD.

Pasal 1

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNANRENCANAKERJADANANGGARANSATUAN
KERJAPERANGKATDAERAHDANRENCANAKERJADAN
ANGGARANPEJABATPENGELOLAKEUANGANDAERAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor33);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

7. Peraturan Daerab Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008 Nomor 13);

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 68 tahun
2014 tentang Analisis Standar Belanja Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2014 Nomor68);

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2015 Nomor67);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; (Lembaran
Daerah ProvinsiKalimantan Timur Tahun 2017 Nomor8);
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BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMURTAHUN2019 NOMOR78.

MUHAMMAD SA'BANI

,\'J. ~ --« ~I1.·SUR to, SH
"~'~' Pembina Utama Muda
NIP..19620527 198503 1 006

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya I
SEKRE~_DAERAH PROVoKALTIM/ )~EP.~~J;3fFO HUKUM, I

. { ',: I{i ::1 ~~,'--:,__-~,~ '.~ I

Diundangkan di Samarinda
Pada ada tanggal 31 Desember 2019

PIt. SEKRETARISDAERAH
PROVINSIKALIMANTANTIMUR,

ISRANNOOR

ttd

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2019
GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal4

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal3

(1) Pedoman Penyusunan RKA-SKPDdan RKA-PPKDadalah sebagai acuan
Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPDdan Kepala BPKAD sebagai
SKPKDdalam menyusun RKA-PPKD.

(2) Pedoman Penyusunan RKA-SKPDdan RKA-PPKDmengacu pada Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal2

3. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PPKDadalah Rencana Kerja dan Anggaran
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Provinsi
Kaltim selaku Bendahara Umum Daerah.

3



Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi harus mendukung

tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi
dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian
prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada
sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dengan pemerintah

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)merupakan penjabaran tahun

pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi

pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga

kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang

dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa

dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara

optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan

kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKPdilaksanakan dengan menggunakan pendekatan

Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran

belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan

hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan

bukan sekedar karena tugas fungsi Kementeriarr/Lembaga yang

bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas
pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh

pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas

nasional /program prioritas./kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan

berbasis kewilayahan.

RKP dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementeriany Lembaga

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan menjadi pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD).RKPDdigunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan

rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD).

URAIANPEDOMANPENYUSUNANAPBD

LAMPlRAN I PERATURAN GUBERNUR KALTIM NOMOR 77 TAHUN 2019

ANGGARANSATUANKERJA PERANGKATDAERAH DAN

RENCANAKERJA DANANGGARANPEJABATPENGELOLA

KEUANGANDAERAH



AlokasiAnggaranBelanja Dalam Rancangan
Prioritas APBD Jumlah

No Pembangunan Belanja Belanja Belanja Belanja (Rp)
Nasional Operasi Modal Tidak Transfer

Terduga

Uraian Rp Uraian Rp Uraian Rp Uraian Rp 11=4+6+8+
1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 10

1. Pembangunan
manusia dan
pengentasan
kemiskinan;

(klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Sinkronisasi KebijakanPemerintah Provinsidengan

Prioritas Pembangunan
Nasional

Tabel
1.1.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS,sesuai
dengan format Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut
dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD(KUA)dan rancangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)yang disepakati bersama

antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD. KUAdan PPAS pemerintah provinsi berpedoman pada RKPDyang
telah disinkronisasikan dengan RKP.

Untuk itu, pemerintah provinsi dalam menyusun RKPDmempedomani

Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

2

kabupateri/kota dan antara pemerintah kabupaterr/kota dan pemerintah
provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

5 (lima)prioritas pembangunan nasional dimaksud, meliputi:
1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;

2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;

3. Nilaitambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;

4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan

5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.



Prioritas
AlokasiAnggaran Belanja Dalam

Rancangan APBD Jumlah
No Pembangunan

Nasional
Belanja Belanja Tidak (Rp)

Langsung Langsung

Uraian Rp Uraian Rp
1 2 7=4+6

3 4 5 6

1. Pembangunan
manusia dan
pengentasan
kemiskin an ;

(klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah)

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan
Prioritas Pembangunan

Nasional

Tabel
1.2.

Keterangan:

1. Kolom 3, kolom 5, kolom 7 dan kolom 9 diisi uraian program

sesuai dengan urusan pemerintahan daerah;

2. Kolom4, kolom6, kolom 8, kolom 10diisi alokasi anggaran program;

3. Kolom 11 diisi total jumlah alokasi anggaran program yang

tercantum pada kolom4, kolom6, kolom8 dan kolom 10.

3
2. Infrastruktur dan

pemerataan
wilayah;

3. Nilai tambah
sektor riil,

industrialisasi

dan kesempatan
kerja;

4. Ketahanan
pangan, air,
energi dan
lingkungan

hidup; dan

5. Stabilitas
Pertahanan dan
Keamanan



Keterangan:

1. Kolom 2 diisi prioritas pembangunan provinsi;

Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan
Prioritas APBD Jumlah

No Pembangunan Belanja Belanja Belanja Belanja (Rp)
Provinsi Operasi Modal Tidak Transfer

Terduga
Uraian Rp Uraian Rp Uraian Rp Uraian Rp 11=4+6+8+

1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 10

1. ....

2. . ...

3. ....
dst ....

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaterr/kota dengan
Prioritas

Pembangunan
Provinsi

(ldasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah)

Tabel
2.1.

Keterangan:

1. Kolom 3 diisi nomenklatur program sesuai dengan urusan

pemerintahan daerah;

2. Kolom 4 diisi alokasi anggaran belanja sesuai dengan program

yang tercantum pada kolom 3;

3. Kolom 5 diisi jenis belanja pada kelompok belanja tidak langsung;

4. Kolom 6 diisi alokasi anggaran belanja yang tercantum pada kolom 4; dan

5. Kolom 7 diisi total jumlah anggaran yang tercantum pada kolom 4

dan kolom 6.

2. Infrastruktur dan
pemerataan wilayah;

3. Nilai tambah sektor
riil, industrialisasi dan
kesempatan kerja;

4. Ketahanan pangan,
air, energi dan
lingkungan hidup; dan

5. Stabilitas Pertahanan
dan Keamanan

4



Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah juga mencantumkan

alokasi anggaran dalam PPAS berdasarkan prioritas daerah yang

tercantum pada RKPDsesuai dengan format Tabel 3 sebagai berikut:

6. Kolom 7 diisi total jumlah anggaran yang tercantum pada kolom 4

dan kolom 6.

Keterangan:

1. Kolom 2 diisi prioritas pembangunan provinsi;

2. Kolom 3 diisi nomenklatur program sesuai dengan urusan

pemerintahan daerah;

3. Kolom 4 diisi alokasi anggaran belanja sesuai dengan program

yang tercantum pada kolom 3;

4. Kolom 5 diisijenis belanja pada kelompok belanja tidak langsung;

5. Kolom 6 diisi alokasi anggaran belanja yang tercantum pada kolom 4;
dan

Prioritas
Alokasi Anggaran Belanja Dalam

Rancangan APBD Jumlah
No Pembangunan

Provinsi
Belanja Belanja Tidak (Rp)

Langsung Langsung

Uraian Rp Uraian Rp
1 2 7=4+6

3 4 5 6
1. ....

2. . ...

3. ....

dst ....

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten /kota dengan
Prioritas

Pembangunan
Provinsi

(klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13Tahun 2006

tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah)

Tabel
2.2.

5
2. Kolom 3, kolom 5, kolom 7 dan kolom 9 diisi uraian program

sesuai dengan urusan pemerintahan kabupaten Zkota:

3. Kolom 4, kolom 6, kolom 8, kolom 10 diisi alokasi anggaran program;

4. Kolom 11 diisi total jumlah alokasi anggaran program yang

tercantum pada kolom 4, kolom 6, kolom 8 dan kolom 10.



AlokasiAnggaran Belanja Dalam

Prioritas Rancangan APBD Jumlah
No

Prov/Kab/Kota Belanja Belanja Tidak (Rp)

Langsung Langsung

Uraian Rp Uraian Rp
1 2 7=4+6

3 4 5 6

AlokasiAnggaran Pemerintah Provinsi berdasarkan Prioritas Daerah
(klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam NegeriNomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah)

Tabel
3.2.

Keterangan:
1. Kolom2 diisi prioritas masing-masing pemerintah daerah;

2. Kolom 3, kolom 5, kolom 7 dan kolom 9 diisi uraian program

sesuai dengan urusan pemerintahan kabupaterr/kota:

3. Kolom4, kolom6, kolom 8, kolom 10 diisi alokasi anggaran program;

4. Kolom 11 diisi total jumlah alokasi anggaran program yang
tercantum pada kolom 4, kolom6, kolom 8 dan kolom 10.

AlokasiAnggaranBelanja Dalam Rancangan

Prioritas APBD Jumlah
No Belanja Belanja Belanja BelanjaProv (Rp)

Operasi Modal Tidak Transfer
Terduga

Uraian Rp Uraian Rp Uraian Rp Uraian Rp 11=4+6+8+
1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 10

1. ....

2. ....

3. ....

dst ., ..

AlokasiAnggaran Pemerintah Provinsi berdasarkan Prioritas Daerah
(klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019

tentang
Pengelolaan Keuangan

Daerah)

Tabel
3.1.
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III.KebijakanPenyusunan APBD
Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah

dalam penyusunan APBDterkait dengan pendapatan daerah, belanja
daerah, dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untukmemperhatikan

masyarakat.

Keterangan:
1. Kolom2 diisi prioritas masing-masingpemerintah daerah;

2. Kolom3 diisi nomenklatur program sesuai dengan urusan

pemerintahan daerah;

3. Ko1om4 diisi alokasi anggaran belanja sesuai dengan program
yang tercantum pada kolom3;

4. Kolom5 diisijenis belanja pada kelompokbelanja tidak langsung;

5. Kolom6 diisi alokasi anggaran be1anjayang tercantum pada kolom4; dan

6. Kolom7 diisi total jum1ah anggaran yang tercantum pada ko1om4

dan kolom6.

II. Prinsip Penyusunan APBD
Penyusunan APBDdidasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanurusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;

2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang- undangan yang 1ebihtinggi;

3. berpedoman pada RKPD,KUAdan PPAS;

4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan;
5. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui

dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

6. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan

7. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan

dst

3.

2.

1.
7



2. Dana

Perimbangan a.

Dana Bagi Hasil

b. Dana Alokasi

Umumc. Dana

Alokasi Khusus

Daerah Yang
Sah;

1. Pendapatan Asli

Daerah

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

yang dipisahkan;

d. Lain-lain

Pendapatan AsH

PENDAPATANDAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Pendapatan Transfer

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum

(1) DBH; dan

(2) DAU.

b) Dana Transfer Khusus

(1) OAKFisik; dan

(2) DAKNon Fisik.

2) Dana Insentif Daerah;

PENDAPATANDAERAH

1. Pendapatan Asli

Daerah a. Pajak

Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan;

d. Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah.

Pedomantentang2006

Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

Keuangan Daerah

Peraturanterakhir dengan

tentang2019 Pengelolaan Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri

8

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, terdiri atas:



Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBDmerupakan perkiraan

yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus

berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan

mempedomani kebijakan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi

Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus

didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah

di masing-masing pemerintah provinsi serta

3. Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah

a. Hibah;

b. Dana Darurat;

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari

Prov kepada Kab/Kota;

d. Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus;

e. Bantuan Keuangan dari

Provatau Pemerintah

Daerah lainnya.

3) Dana Otonomi Khusus;

4) Dana Keistimewaan;

5) Dana Desa.

b. Transfer Antar-Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasi1;

dan

2) Bantuan Keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah

a. Hibah;

b. Dana Darurat;

c. Lain-lain pendapatan sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

9



10

memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang

berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah.

c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi

daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan

pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu

rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau
retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya,dengan berbasis teknologi.

d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan

Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang

Dibagi hasilkan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk

mendanai pembangunan darr/atau pemeliharaan jalan serta
peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5)Undang-UndangNomor28
Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan RetribusiDaerah.

e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari PajakRokok,baik
bagian provinsi,dialokasikan palingsedikit 50% (lima puluh

persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat
dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan PajakDaerah.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan

yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian

provinsi, sebesar 750/0 (tujuh puluh lima persen) dari 500/0

(limapuluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak

masing-masing Daerah pemerintah provinsi untuk pendanaan

program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan
PresidenNomor82

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan



1) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan

Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang­

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
RetribusiDaerah.

g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izm,

pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan,

biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan

keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan

daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan

Pemerintah Nomor97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu
Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin MempekerjakanTenaga
KerjaAsing.

h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai

peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan

angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasa19

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi

Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin

MernpekerjakanTenagaKerjaAsing.

i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi
PelayananKesehatanyang merupakan hasil klaim kepada Badan

PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS)yang diterima oleh Satuan

KerjaPerangkat Daerah (SKPD)atau Unit Kerjapada SKPDyang
belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),

dianggarkan pada akun pendapatan, kelompokpendapatan PAD,
jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi
Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan

Kesehatan.
j) Pemanfaatan dari penenmaan masing-masing jenis Retribusi

diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung
dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber

11

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan MenteriKesehatan Nomor40 Tahun
2016.
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penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang­
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
RetribusiDaerah.

k) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan

sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang­

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah.

Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan
lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

selama 6 (enam)bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah.

1) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang

menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat rnobilitas

penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan

kegiatan imporfekspor yang merupakan program strategis
nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

KeuanganDaerah.

2) PenganggaranHasil PengelolaanKekayaanDaerahYangDipisahkan

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan
perolehan manfaat ekonomi, sosial danfatau manfaat lainnya
dalamjangka waktu tertentu, meliputi:
a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu

berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan
Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi

sejumlah tertentu dalamjangka waktu tertentu;
c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu

sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam

jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi

yang bersangkutan; danfatau



peraturan(KSPI)sesuai dengan ketentuaninfrastruktur

3) Penganggaran Lain-lain PADYangSah

a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur

dalam Pasal 31 ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, meliputi:
(1) hasil penjualan BMDyang tidak dipisahkan;

(2) hasil pemanfaatan BMDyang tidak dipisahkan;
(3) hasil kerja sarna daerah;
(4) jasa giro;

(5) hasil pengelolaan dana bergulir;

(6) pendapatan bunga;

(7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian KeuanganDaerah;

(8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai
akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi,
dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan
atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang
pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang

daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan
Daerah;

(9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing;

(10)pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;

(11)pendapatan denda pajak daerah;

(12)Pendapatan denda retribusi daerah;

(13)pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
(14)pendapatan dari pengembalian;

(15)pendapatan dari BLUD;dan

(16)pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat

mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalarn
bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna
(BSG),Kerjasama Pemanfaatan (KSP)dan kerjasama penyediaan
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e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari

investasi pemerintah daerah;

sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan MenteriDalarn
Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Daerah.
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perundang-undangan mengenai barang milik daerah.Pendapatan

Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi
dan Bangunan (DBH-PBB)selain PBBPerkotaan dan Perdesaan,

dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh)yang terdiri dari DBH­

PPh Pasal 25 dan Pasa! 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri (WPOPDN)dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi
sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBNatau Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Alokasi DBH-Pajak, dengan memperhatikan
kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis,

diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3

(tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH­

Pajak 3 (tiga)tahun terakhir.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak

Tahun berkenaan ditetapkan darr/atau terdapat perubahan
setelah Peraturan Daerah tentang APBDditetapkan, Pemerintah

Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditampung dalam

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD.

b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT

menuru t provinsi.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH­

CHTmenurut provinsi belum ditetapkan, penganggaran
pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi
pendapatan DBH-CHT3 (tiga)tahun terakhir.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH­

CHT menurut provinsi telah ditetapkan darr/atau terdapat
perubahan setelah peraturan daerah tentang APBDditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya



Dalam hal Peraturan Presiden mengenai RincianAPBNmengenai
Alokasi DBH-SDAatau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan danJatau terdapat

perubahan alokasi DBH-SDAsetelah peraturan daerah tentang

APBD ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan

alokasi DBH-SDAdimaksud pada peraturan daerah tentang

Perubahan APBDatau ditampung dalam LRAbagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA seperti
pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih

pendapatan, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam
peraturan daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

Perubahan APBD.
d) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dianggarkan

sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBNatau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan
DBH-Minyakdan Gas.

15

dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD

atau ditampung dalam LRAbagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD.

Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah

provmsi, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunannya
secara bertahap atau sekaligus.

c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya
Alam (DBH-SDA)yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH­

Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan
Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH­

Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan

paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH- SDA dengan

memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang

dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan
DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi

pendapatan DBH- Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun
Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran
2016.



Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah
tentang APBDditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan
alokasi DAUdimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan
APBDatau ditampung dalam LRAbagi Pemerintah Daerah yang

tidak melakukan perubahan APBD.
3) Dana AlokasiKhusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

2) Dana AlokasiUmum (DAU)

DAUbersumber dari pendapatan APBNyang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.
Pendapatan DAUdianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN.Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud

belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan

pada alokasi DAU.

induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Apabila Peraturan Presiden rnengenai Rincian APBN atau

Peraturan Menteri Keuangan rnengenai AlokasiDana Tarnbahan

DBH-Minyakdan Gas Burni belurn ditetapkan, penganggaran

Dana TarnbahanDBH-Minyakdan Gas Burnitersebut didasarkan

pada penganggaran Dana Tarnbahan DBH-Minyak dan Gas
Burni.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian atau Peraturan

Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH­

Minyak dan Gas Bumi tersebut ditetapkan setelah peraturan

daerah tentang APBD ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
rnenyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyakdan Gas Bumi
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan

peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD

atau ditampung dalam LRAbagi Pemerintah Daerah yang tidak

melakukan Perubahan APBD.

Pendapatan DBH-Pajak,DBH-CHTdan DBH-SDAuntuk daerah
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Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAKFisik dan
DAKNonFisik.

Pendapatan DAKdimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan

Presiden mengenai Rincian APBNatau informasi resmi mengenai

alokasi DAK yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati
bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan
Presiden mengenai rincian APBNditetapkan atau sebelum informasi
resmi mengenai alokasi DAK dipublikasikan melalui portal

Kementerian Keuangan, penganggaran DAKlangsung dituangkan

dalam rancangan peraturan daerah tentang. Apabila Peraturan

Presiden mengenai rincian APBNditetapkan atau informasi
resmi mengenai alokasi DAKmelalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBDditetapkan,
maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAKdimaksud
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBDdengan pemberitahuan kepada
pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan

daerah tentang perubahan APBDatau ditampung dalam LRAbagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

4) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan

Peraturan Presiden mengenai rincian APBNatau Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif
Daerah. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/ atau terdapat
perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif

Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan

peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBDatau

ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak

melakukan perubahan APBD.
Pendapatan Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Dana Insentif
Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing



6) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBNyang diperuntukkan bagi desa
yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi Dana Desa. Apabila Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi Dana Desa belum ditetapkan, maka penganggaran
Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa

ditetapkan dan Zatau terdapat perubahan setelah peraturan daerah
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Peraturari/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana
Insentif Daerah dimaksud.

5) Dana OtonomiKhusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki
otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang­
undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBNatau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi
Khusus. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Otonomi Khusus belum ditetapkan, maka

penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada
alokasi Dana Otonomi Khusus tahun berjalan dengan
memperhatikan realisasi Tahun sebelumnya.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan

Alokasi Dana Otonomi Khusus tersebut ditetapkan setelah
peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, maka Pemerintah
Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud

dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBDdengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan

daerah tentang Perubahan APBDatau ditampung dalam LRAbagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.
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tentang APBD ditetapkan, pemerintah daerah harus

rnenyesuaikan dana desa dirnaksud dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran APBDdengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,

untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang
Perubahan APBD atau ditampung dalarn LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

8) Pendapatan bagihasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain

berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pendapatan Pernerintah provinsi

yang bersurnber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterirna dari

pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi
Hasil PajakDaerah dari pemerintah provinsi.

Dalam hal penetapan APBDmendahului penetapan APBDprovinsi,
penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak
Daerah dengan rnemperhatikanrealisasi BagiHasil PajakDaerah.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah yang belum direalisasikan
oleh pernerintah provinsi akibat pelampauan target, dituangkan

dalarn peraturan daerah tentang Perubahan APBDatau ditampung

dalam LRA bagi Pernerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD.

10)Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yangditerirnadari

daerah lainnya baik dalam rangka kerja sarna daerah, pemerataan

peningkatan kernampuan keuangan, danfatau tujuan tertentu

lainnya, dari pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal
45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan
tersebut dapat bersifat urnurn rnaupun bersifat khusus dan
dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan

berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabilapendapatan daerah yang bersurnber dari bantuan keuangan
bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang
APBDditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan
bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang
Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.



12)Dana darurat
Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBNyang
diberikan kepada Daerah pada tahap pasea beneana untuk

mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh beneana yang

tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan

sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.
Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari
pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain­
lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis,
obyekdan rincian obyekpendapatan Dana Darurat.

11)Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat,

dan badan usaha dalam negeriatau luar negeriyang tidak mengikat

untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketigajsejenis
yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan
tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan

kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak
menyebabkanbiaya ekonomitinggi.

Dari aspek teknis penganggaran,pendapatan hibah dimaksud dapat
didasarkan pada dokumen pemyataan kesediaan untuk

memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan,
kelompokLain-lainPendapatan DaerahYangSah, dan diuraikan ke

dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing
nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening
berkenaan.
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Apabilapendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan I

bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang

APBDditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan

bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih

dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran APBDdengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang

perubahan APBDatau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.



14)HibahDana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri,

dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD)akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek

pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode
rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang­

undangan.

Apabilapendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS
tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD
ditetapkan, pemerintah provinsi harus menyesuaikan alokasi
Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,untuk selanjutnya
dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBDatau

13) Bagi daerah yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus
produksi pengusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan

Undang-Undang Nomor21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan

Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 2016 tentang Besaran dan

Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan

pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan

Yang Sah, jenis bonus produksi dari pengusahaan panas bumi
yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan

berkenaan.
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Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai

perbaikan fasilitas umum untuk melayanimasyarakat sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4)Undang-Undang
Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah

diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBNatau

Peraturan MenteriKeuanganmengenaiAlokasiDana Darurat.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau

Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat

ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan,
maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan

Kepala Daerah tentang penjabaran APBDdengan pemberitahuan

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam

peraturan daerah tentang perubahan APBDatau ditampung

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD.



BELANJADAERAH

1. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai;

b. Bunga Subsidi;
c. Belanja Hibah; d.

Bantuan Sosial;
e. Belanja BagiHasil;
f. Bantuan Keuangan; dan

g. Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa; dan
c. Belanja Modal.

2. Belanja Modal
a. Belanja Tanah;
b. Belanja Peralatan dan

Mesin;
c. Belanja Bangunan

dan Gedung;
d. Belanja Jalan;
e. Belanja Irigasi dan

Jaringan;
f. Belanja AsetTetap lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer

a. Belanja BagiHasil;
b. Belanja Bantuan Keuangan.

BELANJADAERAH

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Bunga;

d. Belanja Subsidi;

e. Belanja Hibah; dan
f. Belanja Bantuan Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman
PengelolaanKeuangan Daerah

Tahun 2019 tentang
Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor
12
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ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak

melakukan Perubahan APBD.

2. Belanja Daerah

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalamNegeriNomor13

Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, terdiri atas:
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang PengelolaanKeuanganDaerah, belanja daerah digunakan untuk

mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi

kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki

dasar hukum yangmelandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan

pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan

Standar Pelayanan Minimal(SPM),sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajibyang tidak
terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pernerintahan pilihan

berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan

regional.
Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung
target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan
kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan
dengan hal tersebut, penggunaan APBDharus lebih fokus terhadap

kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik,

perturnbuhan ekonomidaerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan

penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam

peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/iJasa Pemerintah.

PemerintahDaerahmenetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik

dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program

dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan
informasiyang jelas dan terukur serta memilikikorelasi langsung dengan
keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau

dari aspek indikator, tolokukur dan target kinerjanya.

a. BelanjaPegawai



Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan

kernatian bagi Kepala Daerab /Waktl Kepala Daerah serta Pimpinan

5) Penganggaran penyelenggaraan jarninan kecelakaan kerja dan

kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan rnempedomani

Peraturan Pernerintah Nornor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kernatian Bagi Pegawai Aparatur

Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nornor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Pernerintah Nornor 70 Tahun 2015 tentang Jarninan

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kernatian Bagi Pegawai Aparatur

Sipil Negara.
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Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang

diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

pimpinan Zanggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada

belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal

sebagai beriku t:

1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil

Negara (ASN)disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok

dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan

hari raya.

2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan

Calon ASN sesuai dengan forrnasi pegawai.

3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaJl

berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai

dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5%

(dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji

pokok dan tunjangan.

4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala

Daerab /Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta

ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden

Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
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dan Anggota DPRD,dibebankan pada APBDdisesuaikan dengan

yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh

persetujuan DPRDsesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.
Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud
didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau

pertimbangan objektiflainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah

ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman

pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan
pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan

penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan

MenteriDalamNegeri.
Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan

pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASNtidak sesuai
dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan danZatau
pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam

Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan

kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi,
efektivitas,kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan I

Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian

dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.



10)Penganggaran honorarium bagi ASNdan NonASNmemperhatikan

asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka

mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal

tersebut, pemberian honorarium bagi ASNdan Non ASNdibatasi
dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN

dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi
nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan

memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai
ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6),
sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir

2.a).7).

11)Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya
diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja

honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASNdan/ atau

NonASN

b. BelanjaBunga

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk
menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas
kewajibanpokok utang berdasarkan petjanjian pinjaman sebagaimana
maksud Pasa160 Peraturan Pemerintah Nomor12Tahun 2019 tentang
PengelolaanKeuanganDaerah.

c. Belanja Subsidi
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8) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor69 Tahun

2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi

Pejabat/PNSDyang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur

perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan

objektiflainnya.

9) Tunjangan ProfesiGuru PNSD,Dana Tambahan Penghasilan Guru
PNSD,dan Tunjangan Khusus Guru PNSDdi Daerah Khusus yang
bersumber dari APBNmelalui DAKNon Fisik dianggarkan dalam

APBD provinsi pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan

Tunjangan, dan rincian obyekbelanja sesuai dengan kode rekening
berkenaan.
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Pemerintah Daerah dapat menganggarkanbelanja subsidi dalam APBD

kepada perusahaanjlembaga tertentu yang menyelenggarakan

pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan
KewajibanPelayananUmum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi
tersebut hanya diberikan kepada perusahaanjlembaga tertentu agar
harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang
daya belinya terbatas. Perusahaarr/Iembaga tertentu yang diberi

subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan
dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima
subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana subsidi kepada KepalaDaerah.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD,

perusahaan/Iernbaga penenma subsidi harus terlebih dahulu

dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan

dan tanggungjawabkeuangan negara.

Audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit dimaksud
merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi

sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi

kepada BUMDapabila telah menetapkan peraturan kepala daerah

mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan TarifAirMinumserta
Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD
penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor70 Tahun

2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah
kepada BUMDPenyelenggaraPenyediaanAirMinum.

Dalamhal KepalaDaerahmemutuskan tarif lebih kecildari usulan tarif
yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang

mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara

penuh (full cost recovery) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan

pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk
menutup kekurangannya melalui APBD,sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD
PenyelenggaraPenyediaanAirMinum.

d. BelanjaHibah dan Bantuan Sosial
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Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari

APBDmempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata
cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi

hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal42 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggarandan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan MenteriDalamNegeriNomor

123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan

Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan
lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

1) Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah lainnya, badan usaha miliknegara, BUMD,danJatau badan
dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajibdan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat

untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBDsesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian
bantuan keuangan kepada partai politikyang mendapatkan kursi di
DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
KeuanganDaerah.



2) Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan

pemberian bantuan berupa uang danJatau barang kepada individu,

keluarga, kelompok danJatau masyarakat yang sifatnya tidak

secara terus menerus dan selektifyang bertujuan untuk melindungi

dari kemungkinan terjadinya resiko sosial , kecuali dalam keadaan

tertentu dapat berkelanj utan , yaitu diberikan setiap tahun

anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perulndang-undangan.

e. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

1) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada

pemerintah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi

belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto,

sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik

dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara

Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan

Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2014 tentang

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran

dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan,

Penyalu ran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik.
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Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut

memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak
daerah provinsi Tahun Anggaran2019 pada akhir tahun anggaran

yang belum disalurkan kepada pemerintah provinsi, dibayarkan

pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

2) Larangan Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari
retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD
sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 24 ayat

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengelolaanKeuanganDaerah.

3) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah
dari pemerintah provinsikepada pemerintah kabupaterr/kota hams
diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten Zkotaselaku
penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah
sesuai dengan kode rekeningberkenaan.

f. BelanjaBantuan Keuangan

1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam

rangka kerja sarna daerah, pemerataan peningkatan kemampuan

keuangan, danZatau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka

memberikan manfaat bagi pemberi danZatau penerima bantuan
keuangan.

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang­
undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat

khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk

mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara
lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah
penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan
peraturan KepalaDaerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk
membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah
penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan
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yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan

bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu
oleh pemberibantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBDpemberi bantuan

keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku
penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima
bantuan keuangan sesuai dengan kode rekeningberkenaan.

2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timurdapat memberikan bantuan
keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur
dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-UndangNomor6 Tahun

2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor12Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah.

3) Belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama

pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai

rineian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode

rekeningberkenaan.
4) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam

peraturan kepala daerah.

g. BelanjaTidakTerduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban
APBDuntuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah

tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaranbelanja tidak terduga dilakukan seeara rasional dengan

mempertimbangkanrealisasi Tahun Anggaran2019 dan kemungkinan

adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi

sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta
arnanat peraturan perundang-undangan.
Keadaandarurat tersebut, meliputi:
1) beneana alam, beneana non-alam, beneana sosial darr/atau

kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi penearian dan pertolongan,darr/atau
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3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.

Keperluanmendesak tersebut, meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan

perundang-undangan; dan /atau

4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah

danZataumasyarakat.

h. BelanjaBarang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan

barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakatj'pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan

kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan I
hal-hal sebagai berikut:

1) Pemberian jasa narasumber /tenaga ahli dianggarkan dalam
kegiatan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala

Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang­

undangan.
2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan

Perangkat desa serta pekerjaj'pegawai yang menerima gaji/upah

dianggarkan dalam APBDdengan mempedomaniUndang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
PenyelenggaraJaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor82

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak

ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian
hadiah pacta kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan

atas suatu prestasi.
4) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial

kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian
uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial
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kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah

Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional

dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan

Presiden Nomor62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk
Pembangunan Nasionaldan Peraturan MenteriDalamNegeriNomor

117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk
Pembangunan Nasionalyang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa

tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan

kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran

2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
dan Pasal28 Peraturan MenteriDalamNegeriNomor19Tahun 2016

tentang Pedoman PengelolaanBarang MilikDaerah.

7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS
Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical

check up, kepada:

a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istrijsuami dan
dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan
pada SKPDyang secara fungsional terkait sebagaimana maksud

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan KepalaDaerah dan WakilKepalaDaerah.

b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun, tidak termasuk istriZsuami dan anak, dianggarkan
dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPDyang secara
fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan AnggotaDewanPerwakilanRakyat Daerah.



34

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud

dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah

Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di

Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

8) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC),
Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan

Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya

jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta

penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan

mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan

luran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang

Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan dan Peraturan

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang

dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang

menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

9) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah

sesuai dengan amanat Pasal6 dan Pasa19 Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada

masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing­

masing peraturan daerah.

10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga Zmasyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang

didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala

daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan

mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber



13) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan

aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum,

khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk

Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, WaH

Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan

35

dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan

perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/rnasyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud

dianggarkan sebesar harga beli /bangun barang/jasa yang akan

diserahkan kepada pihak ketiga Zmasyarakat ditambah seluruh

belanja yang terkait dengan pengadaan Zpembangunan barang/jasa
sampai siap diserahkan.

11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual

kepada masyarakatj'pihak ketiga dalam rangka melaksanakan

program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan

misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan

dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa

dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

12) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan

kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri

maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif,

frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta

memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud

sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman

pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan

Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29

Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi

Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



14)Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis
atau sejenisnyayang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

b) pimpinan dan anggotaDPRD;serta

c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah
pemerintah provinsiyang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop,

lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar
wilayah pemerintah provinsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang
terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif
dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,
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pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan
fasilitas setingkat Pejabat PimpinanTinggiMadya.

b) Biayatransportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

c) Biayapenginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan

fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga

puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai
dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan
secara lumpsum.

d) Uangharian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarannya harus

rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan

transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan.
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek
transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan
kewajaran serta rasionalitas.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas
tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan

perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala
Daerah.
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kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggaraserta manfaat yang

akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

15)Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan

dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,
seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan
fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah
tersedia milikpemerintah daerah.

16)Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada

dalam penguasaan pengelolabarang, pengguna barang atau kuasa
pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan

barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)dan ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang MilikNegara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman PengelolaanBarang Milik
Daerah.

1. BelanjaModal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal
pada APBDuntuk pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan
publik serta pertumbuhan ekonomidaerah.

2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang
memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan
batas minimalkapitalisasi aset.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut
adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh

belanja yang terkait dengan pengadaarr/pembangunan aset sampai

aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah dan Lampiran I Pemyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi
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Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud
Berbasis Akrual.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap

(biaya rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal

kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang

memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam

bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi

atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAPNomor7, Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai

dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan

prinsip efisiensi,efektif,transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan

akuntabel dengan rnengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah

didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan

daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi

SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah

merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan

penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang

baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan

RKA-SKPD.Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud

berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan darr/ atau

standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh

Gubernur /Bupati/Wali Kotaberdasarkan pedoman yang ditetapkan

Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1),

ayat (3),ayat (4)dan ayat (6)Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun

2014 tentang PengelolaanBarang MilikNegara/Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya

juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja

Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
DalamNegeriNomor7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja



Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

3. Pembiayaan Daerah
Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

Pemerintahan Daerah.

5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum

mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya

Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19Tahun 2016.
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Pinjamand. Penerimaan

Daerah;

e. Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman; dan

f. Penerimaan Piutang
Daerah.

PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan

a. Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya (SiLPA);

b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah YangDipisahkan;

f. Penerimaan Pembiayaan

lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pinjamand. Penerimaan

Daerah;

e. Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Daerah;

darr/atau

PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan

a. SiLPA;

b. Pencairan Dana Cadangan;

c. Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan;
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a. Penerimaan Pembiayaan

1) Penganggaran Sisa LebihPerhitungan AnggaranTahun Sebelumnya

(SiLPA)harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan

rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran

dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang

tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang

direncanakan.

SiLPAtersebut bersumber dari:
a. pelampauan penerimaan PAD;

b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;

e. penghematan belanja;

f. kewajiban kepada pihak ketiga sampal dengan akhir tahun

belum terselesaikan; darr/atau
g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan

sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan
rincian obyek sumber SiLPATahun Anggaran 2019, sebagaimana
contoh format sebagai berikut:

Pinjamand. Pemberian

Daerah.

e. Pengeluaran Pembiayaan

lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang- undangan.

Daerah;

c. Pembayaran Pokok Utang;
dan

PemerintahDanac. Pembentukan

Cadangan;

d. Pemberian Pinjaman Daerah;

darr/atau

Modal

2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Pembentukan Dana

Cadangan;

b. Penanaman

(Investasi)

2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Pembayaran Cicilan Pokok

Utang YangJatuh Tempo;

b. Penyertaan ModalDaerah;
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KODEREKENING URAIAN JUMLAH(RP)
SiLPA Tahun Anggaran

X X X
Sebelumnya

X X X 01 Pelampauan Penerimaan PAD
X X X 01 01 Pajak Daerah
X X X 01 02 Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan
X X X 01 03

Daerah YangDipisahkan
X X X 01 04 Lain-lain PADYang Sah

X X X 02
Pelampauan Penerimaan Dana
Perimbangan

X X X 02 01 Bagi Hasil Pajak
X X X 02 02 Bagi Hasil SDA

X X X 02 03 dst ....
Pelampauan Penerimaan Lain-

X X X 03
lain PDYang Sah

03 01
Dana Penyesuaian dan Otonomi

X X X
Khusus

X X X 03 02 dst ....

X X X 04
Sisa Penghematan Belanja atau
Akibat Lainnya

X X X 04 01 Belanja Pegawai

X X X 04 02 Belanja Barang dan J asa

X X X 04 03 Belanja Modal

X X X 04 04 Belanja Bunga

X X X 04 05 Belanja Subsidi

X X X 04 06 Belanja Hibah

X X X 04 07 Belanja Bantuan Sosial
X X X 04 08 Belanja Bagi Hasil

X X X 04 10 Belanja Bantuan Keuangan

X X X 04 11 Belanja Tidak Terduga

X X X 04 12 dst ...
Sisa Belanja DAK Fisik dan

X X X 05
Nonfisik

DAK Fisik Reguler Bidang
X X X 05 01

Pendidikan
DAK Fisik Reguler Bidang

X X X 05 02
Kesehatan dan KB

DAK Fisik Penugasan Bidang
X X X 05 03

Pendidikan (SMK)

Tabe14. Contoh

Uraian SiLPA
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DAK Fisik Penugasan Bidang
X X X 05 04 Kesehatan (RSRujukan dan RS

Pratama)

DAK Fisik Afirmasi Bidang
X X X 05 05

Kesehatan (Puskesmas)

DAK Fisik Afirmasi Bidang
X X X 05 06

Transportasi

X X X 05 07 Dst ...
X X X 05 08 DAKNon Fisik

Dana Bantu an Operasional
X X X 05 09

Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional
X X X 05 10 Penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini (BOPPAUD)

Dana Tambah an Penghasilan
X X X 05 11 Guru PNS Daerah (Tamsil I

PNSD)

Dana Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) dan Bantuan

X X X 05 12
Operasional Keluarga
Bereneana (BOKB)
Dana Peningkatan Kapasitas

X X X 05 13 Koperasi, Usaha Keeil dan
Menengah (PK2UKM)

X X X 05 14
Tunjangan Khusus Guru PNSD
di Daerah Khusus (TKGPNSD)

Dana Pelayanan Administrasi
X X X 05 15

Kependudukan (PAK)

X X X 05 16 dst ...

X X X 06 Sisa Belanja Dana Bagi Hasil

X X X 06 01 Dana Bagi Hasil PBB

X X X 06 02 Dana Bagi Hasil PPh

06 03
Dana Bagi Hasil SDAluran Hak

X X X
Pengusaha Hutan

Dana Bagi Hasil SDA Sumber
X X X 06 04

Daya Hutan

X X X 06 05 Dana Bagi Hasil DR

X X X 06 06 dst ....
X X X 07 Sisa Belanja Dana Penyesuaian

X X X 07 01 Dana Penyesuaian DID

X X X 07 02 dst ...

Sisa Belanja Dana Otonomi
X X X 08

Khusus
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2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang
bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan

besarannya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan

dana cadangan.

3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBDpada

akun pembiayaan, kelompokpenerimaan pembiayaan daerah, jenis

penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana

bergulir dan rincian obyekdana bergulir dari kelompokmasyarakat

penerima.

4) PemerintahDaerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan

peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi
Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman
daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan
peraturan daerah tentang APBDtahun anggaran berkenaan sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor56

Tahun 2018 tentang PinjamanDaerah.

Selanjutnya, persetujuan DPRDuntuk pinjaman jangka menengah
dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat
pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana
maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018

tentang PinjamanDaerah.

x x X 08 01 Dana OtonomiKhusus Aceh

X X X 08 02 Dana OtonomiKhusus Papua

Dana Otonomi Khusus Papua
X X X 08 03

Barat

X X X 08 04 dst ....

Sisa Belanja Dana Tambahan
X X X 09

Infrastruktur

Dana Tambahan Infrastruktur
X X X 09 01

Papua

Dana Tambahan Infrastruktur
X X X 09 02

Papua Barat

Sisa Tambahan DBH Minyak
X X X 10

dan Gas Bumi

Tambahan DBH Minyak dan
X X X 10 01

Gas Bumi

X X X 11 dst ...
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Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang

bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,

Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan

Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan

terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit

melampirkan:

a. persetujuan DPRDyang dilengkapi dengan risalah sidang;

b. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

c. kerangka acuan kegiatan;

d. RPJMD;

e. RKPD;

f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun

terakhir;

g. APBDtahun anggaran berjalan;

h. Rancangan Perda tentang APBDtahun berkenaan;

1. Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan

besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan

penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan

bunga pinjaman;

J. Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian

pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;

k. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk

mengembalikan pinjaman/DSCR; dan

l. Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman

yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen)

darijumlah penerimaan umum APBDtahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup

kekurangan arus kas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 12

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan

untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan

penerimaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman

Daerah.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah,

Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga

keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14

45



ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah, digunakan untuk membiayai infrastruktur
darr/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan

prasarana darr/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan

publikyangmenjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan

dengan pembangunan prasarana danIatau sarana daerah;

b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan
belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak
dilaksanakan; dan/atau

c. memberikanmanfaat ekonomidan sosial.

5) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan

kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung

prioritas nasional darr/atau kepentingan strategis nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan

obligasi daerah untuk membiayaiinfrastruktur darr/atau investasi
yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh

pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari
MenteriKeuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 300 ayat

(2)Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

7) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari

penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan
setelah memperolehpertimbanganMenteriDalamNegeri.Perjanjian

penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan
KepalaDaerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 301 Undang­
UndangNomor23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah.

b. PengeluaranPembiayaan
1) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan

pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung
berdasarkan petjanjian pinjamanjangka pendek,jangka menengah,
dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman,

bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah
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Daerah harus dianggarkan pada APBDsetiap tahun sampai dengan
selesainyakewajibandimaksud.

2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah

Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut

dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan

profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah.

Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh

penasehat investasiyang independen dan profesionalsesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi
PemerintahDaerah dianggarkan dalam APBD.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik

negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan
peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal

dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun

sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri
sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada
peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalamhal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan

modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan

dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud,

Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah

tentang penyertaan modal tersebut.
3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor danZatau

melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD)untuk memperkuat struktur permodalan,
sehingga BUMDdimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan

berkembang. Khusus untuk BUMDsektor perbankan, Pemerintah

Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modaldimaksud
guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank
Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR)
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah
Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan
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penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi
kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau
lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang
Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu
persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima)

tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam

NegeriNomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana
Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sarna, Pelaporan dan Evaluasi
BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri
DalamNegeriNomor52 Tahun 2012.

4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam
APBDguna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan

Kredit Usaha Rakyat (KUR)sesuai Peraturan Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan KreditUsaha Rakyat.

Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan

pendampingan usaha penerima KURdi masing-rnasingwilayah.

5) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah
dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen

dalarn bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD

dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran

pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyekdana

bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok

masyarakat penerima.

Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat

melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan

Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga

Keuangan lainnya.
6) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable

Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan

air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan
puluh persen) dan di wilayahperdesaan sebanyak 60%(enampuluh
persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur
permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).Penguatan
struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah
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penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber
dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan,

peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan

air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangancakupan

pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan

penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan

kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang­
undangan.

PDAMakan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai

implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013
yang membatalkan Undang-UndangNomor7 Tahun 2004 tentang

Sumber DayaAir. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan

penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka
memperbesar skala usaha PDAM.Bagi PDAMyang skala usahanya
belum sesuai dengan fungsi PDAMsebagai penyedia air minum di

daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan
PDAMdimaksud.

7) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang

penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan

pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan

untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang­

undangan.

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang

pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan

sebelumpersetujuan bersama antara KepalaDaerah dan DPRDatas
rancangan Perda tentang APBD.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah
kecuali dari DAK,pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang
penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam
rekeningkas umum daerah.
Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan

peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio
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IV.Teknis Penyusunan APBD

Dalam menyusun APBD, Pemerintah Daerah dan DPRD harus I
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Daerah dan DPRD menyetujui bersama rancangan

peraturan daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum

dimulainya.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memenuhi

jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan

penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD

untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu II bulan

Agustus 2019.

yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana

maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. I
8) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit I

anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)Tahu Berjalan

1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)

bersaldo nihil.

2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan

positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk

penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan,

volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan,

dan/ atau pengeluaran pembiayaan.

3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah 1

tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan

negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan

penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan

merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan

kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume

program dan kegiatannya.
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No Uraian Waktu Lama

1. Penyampaian

Rancangan KUA dan

Rancangan PPAS oleh Ketua paling lambat minggu

TAPDkepada Kepala Daerah I bulan Juli

2. Penyampaian Rancangan

KUAdan Rancangan
paling lambat minggu

PPASoleh Kepala Daerah
II bulan J uli

kepada DPRD

Tabel5.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan

menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun,

menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang I

APBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan

tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD

terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, paling lambat

tanggal 30 Nopember 2019, sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang I
~~~~~~ I
Dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD an tara

Kepala Daerah dengan DPRD mempedomani RKPD, KUA dan PPAS

untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal

311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, pembahasan rancangan peraturan daerah

tentang APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan Tim

Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Kabupaten dan Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah hams

melaksanakan penyusunan APBD sesuai dengan tahapan dan jadwal

yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan,

dengan memperhatikan tahapan penyusunan dan jadwal

sebagaimana tercantum pada Tabel 5.
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3 hari kerja setelah

Rancan gan persetujuan bersama

Peraturan Daerah

8. Menyampaikan

berkenaan

daerah

September

tentang APBD

Penyampaian Paling lambat Minggu

Rancangan II bulan September

Peratu ran Daerah bagi daerah yang

tentang APBD oleh menerapkan 5 (lima)
60 (enam puluh)

7.

6.

Kepala Daerah hari kerja per minggu
hari kerja sejak

kepada DPRD atau paling lambat
disampaikan

Minggu IV bulan
Rancangan

bagi
Peraturan Daerah

yang

I
tentang APBD oleh

menerapkan 6 (enam)
Kepala Daerah

hari kerja per minggu
~--+-----------------+-----------------~ kepadaDPRD

Persetujuan bersama Paling lambat 1 bulan

DPRD dan Kepala sebelum dimulainya

Daerah tahun anggaran

DaerahPeraturan

serta penyusunan

Rancangan

Penyusunan dan

pembahasan RKA­

SKPD dan RKA-PPKD

5.

perihal

Kepala

Surat4. Penerbitan

Edaran

Daerah

Pedoman

Penyusunan RKA

SKPD dan RKA-PPKD

3. Kesepakatan antara

Kepala Daerah dan
paling lamb at minggu

DPRD atas
II bulan Agustus

Rancangan KUA dan

Rancangan PPAS

paling lamb at minggu

III bulan Agustus
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keputusan pimpinan keputusan pimpinan

DPRD tentang DPRDditetapkan

penyempurnaan

3 hari kerja setelah11. Penyampaian

ten tang APBD

DaerahPeraturan

penyempurnaan

Rancangan

tentangDPRD

Peraturan Daerah keputusan hasil

tentang APBD sesuai evaluasi)

hasil evaluasi yang

ditetapkan dengan

keputusan pimpinan

Paling lambat 7 hari

kerja (sejak diterima

10. Penyempurnaan

Rancangan

Penjabaran APBD

diterima oleh Menteri

Dalam

Negeri/Gubernur

Penjabaran APBD

Kepala

tentang

Kepala Peraturan

tentang Daerah

Peraturan

Daerah

tentang APBD dan Daerah tentang APBD

Rancangan dan Rancangan

Daerah Rancangan Peraturan

kerja

evaluasi Paling lama 15 hari

Peraturan Kepala

Daerah tentang

Penjabaran APBD

kepada Menteri

Dalam

tentang APBD dan

Rancangan

setelah

Negeri/Gubernur

un tuk dievaluasi

9. Hasil

Rancangan

Peraturan
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2. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD,DPRDmemberikan saran dan

pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil

reses./penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan
kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan
pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang RPJMD,sebagaimana maksud Pasal 78 ayat
(2)Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
MenengahDaerah, dan Rencana KerjaPemerintah Daerah.

tentang APBD dan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Peraturan Kepala
Daerah tentang Daerah ditetapkan

Penjabaran APBD

kepada Menteri
Dalam

Negeri/Oubernur

Daerah kerja setelahperaturan
Paling lambat 7 hari13. Penyampaian

tentang Penjabaran

APBDsesuai dengan

hasil evaluasi

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang APBD

kepada menteri

dalam

negeri/Oubemur

12. Penetapan Peraturan paling lambat akhir
Daerah tentang Desember (31
APBDdan Peraturan Desember)
Kepala Daerah
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Selanjutnya, pokok-pokokpikiran DPRDdimaksud diselaraskan dengan

sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas
riil anggaran serta disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum

Musrenbang RKPD dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, pokok­

pokok pikiran DPRDyang disampaikan setelah melewati batas waktu
paling lambat 1 (satu) mmggu sebelum Musrenbang RKPD

dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan
perubahan RKPDsebagai dasar perubahan APBDtahun berjalan atau
pada penyusunan RKPDtahun berikutnya.

3. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan

KUA/Perubahan KUAdan rancangan PPAS/Perubahan PPAS, Kepala
Daerah harus menyampaikan rancangan KUA/Perubahan KUA dan
rancangan PPAS/Perubahan PPAStersebut kepada DPRDdalam waktu

yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen

tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRDpada

waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/Perubahan
KUAdan PPAS/Perubahan PPASdalam proses penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBDakan lebih efektif.

4. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor12Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, substansi KUA/Perubahan KUAmencakup hal-hal
yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang
bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a)

Gambaran kondisi ekonomi makro; (b) Asumsi penyusunan rancangan

APBD/perubahan APBD;(c)Kebijakanpendapatan daerah; (d)Kebijakan
belanja daerah; (e)Kebijakanpembiayaan; dan (f) strategi pencapaian.

5. PPAS/Perubahan PPASdisusun dengan tahapan: (a) menentukan skala

prioritas pembangunan daerah; (b) menentukan prioritas program dan
kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan

prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja

Pemerintah Pusat setiap tahun; dan (c) menyusun capaian kinerja,
sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program

dan kegiatan.

PPAS/PPASperubahan menggambarkan pagu anggaran sementara untuk
belanja pegawai,bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,

bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan. Pagu
sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan
peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD disetujui bersama
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antara Kepala Daerah dengan DPRDserta rancangan peraturan daerah
tentang APBD/perubahan APBDtersebut ditetapkan oleh KepalaDaerah
menjadi peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD.

6. Berdasarkan KUAdan PPASyang telah disepakati bersama antara Kepala

Daerah dan DPRD,Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang
PedomanPenyusunan RKA-SKPDkepada seluruh SKPD.

Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah,

program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target
kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon
anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas
waktu penyampaian RKA-SKPDkepada PPKD,dan dilampiri dokumen

KUA,PPAS,kode rekening APBD,format RKA-SKPD,ASBdan standar
satuan harga.

Selain itu, penyusunan RKA-SKPDpada program dan kegiatan untuk

urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada

SPM,standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, sedangkan penyusunan RKA-SKPD

pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajibyang tidak
terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan

berpedoman pada analisis standar belanja dan standar satuan harga.

7. RKAdigunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD/PerubahanAPBDdan peraturan Kepala Daerah tentang

penjabaran APBD/Perubahan APBD.

Dalam kolom penjelasan pada peraturan Kepala Daerah tentang

penjabaran APBD/PerubahanAPBDdicantumkan lokasi kegiatan.

Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBHDana
Reboisasi (DBH-DR),OAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus,
Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta

sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga

dicantumkan sumber pendanaannya. Selain itu, untuk penganggaran
kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya
sesuai nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRDdalam kolom

penjelasan pada peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
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Berkaitan dengan hal tersebut, maka Lampiran II Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran
Perubahan APBD,untuk Pemerintah Daerah pada daerah perbatasan
selain dikembangkan sebagaimana maksud angka 10 diatas juga

melampirkan format tabel berikut:

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, proses perencanaan dan

penganggaran APBDPemerintah Daerah yang berada pada wilayah
perbatasan memperhatikan Rencana Induk dan Rencana Aksi yang
telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
12Tahun 2010 tentang Badan Nasional PengelolanPerbatasan.

percepatan

dipembangunan kawasan perbatasan

dan penguatan

daerah serta
mendukungrangka11. Dalam

9. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan
dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi
dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar

menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan

terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah

harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)sebagai I

quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD/perubahan RKPD,Rencana I

Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/Perubahan

KUA-PerubahanPPAS,dan RKA-SKPD/RKA-SKPDPerubahan.

10. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan substansi Lampiran I

Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai
dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan, menjadi
sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja

dan pembiayaan.
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8. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan I
keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah harus I
mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan
mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD,

sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 69 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.



Alokasi Anggaran

Uraian Belanja Dalam I
Rancangan APBD

.Jurnlah
Program Belanja Belanja

Prioritas Belanja Tidak Tidak Langsu
(Rp)No Belanja Langsung

Perbatasan Langsung Langsung ng

Negara (Rp) (Rp) I
Jenis Lokasi Lokasi

IBelanja (Kecam Program Kegiatan (Kecam

atan) atan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO-8+C!)

1. Peningkatan

sarana dan

prasarana di

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBDdan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBDdengan 8 (delapan) Program

Prioritas Perbatasan Negara

PROVINSI*) •••

PENJABARAN

APBDTAHUN

ANGGARAN...

Tanggal

Gubernur /Bupati/Wali
Kota*)... Nomor

Lampiran n.d
Peraturan

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada daerah

perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBDdengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Format Lampiran Il.d Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
APBD/Perubahan APBDTahun Anggaran .
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Keterangan:
a. Tata cara pengisian
tabel

1) Kolom3 diisi jenis belanja pada kelompokbelanja tidak langsung;

2) Kolom4 diisi nama kecamatan;
3) Kolom5 diisi nama program;

4) Kolom6 diisi nama kegiatan;
5) Kolom7 diisi nama kecamatan;
6) Kolom8 diisi besaran alokasi anggaran jenis belanja pada kolom3;

7) Kolom9 diisi besaran alokasi anggaran kegiatan pada kolom6; dan

8) Kolom10diisi besaranjumlah kolom8 dan kolom9.
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daerah
2. perbatasan;

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

3. di daerah

perbatasan;

Peningkatan

4. jalur

perhubunga

n·,

5.
Peningkatan

kapasitas

SDM

Masyarakat;
6.

Pengembang

an ekonomi

lokal;

7. Pengembang

an produk

unggulan di

8. wilayah

perbatasan;

Pengembang

an investasi

perbatasan;

Pengembang

an kawasan

beranda

indonesia.



Terhadap rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD
dimaksud, harus memperhatikan:

a. Rancangan Perkada tentang APBDpaling tinggi sebesar angka APBD
tahun anggaran sebelumnya, yaitu pagu jumlah pengeluaran APBD
yang ditetapkan dalam perubahan APBDtahun sebelumnya.
AngkaAPBDtahun anggaran sebelumnya dimaksud dapat dilampaui

apabila terdapat:

Berkaitan dengan itu, rancangan KUAdan rancangan PPASdisampaikan I
oleh Kepala Daerah kepada DPRDdan disepakati sesuai dengan waktu

yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
memperolehkesepakatan bersama.

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama I

rancangan KUAdan rancangan PPAS,paling lama 6 (enam)minggu sejak

rancangan KUAdan rancangan PPASdisampaikan kepada DPRD,Kepala
Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBDkepada DPRD

berdasarkan RKPD,rancangan KUA,dan rancangan PPASyang disusun

Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala I
Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- I

undangan sebagaimanamaksud Pasal91 Peraturan PemerintahNomor12
Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuangan Daerah.

13. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan I
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan

rancangan peraturan daerah tentang APBDoleh Kepala Daerah kepada
DPRD,Kepala Daerah menyusun rancangan peraturan Kepala Daerah I
tentang APBDuntuk mendapatkan pengesahan dari MenteriDalamNegeri

bagi APBDProvinsi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 312 dan Pasal

313 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Rancangan peraturan Kepala Daerah dimaksud dapat

ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri bagi

Provinsi.

12. Kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD
disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD
sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama

sebagaimana maksud Pasal311 ayat (1)Undang-UndangNomor23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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1) kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan

pembebanan pada APBD;dan /atau

2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Rancangan Perkada tentang APBDdiprioritaskan untuk belanja yang

bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. I
Yangdimaksud dengan "belanjayang bersifat mengikat"adalah belanja

yang dibutuhkan secara terns menerus dan harus dialokasikan oleh

Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap
bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan

belanja barang dan jasa.

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat wajib" adalah belanja

untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan

Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan

kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok

pmjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Dalam hal penetapan APBDmengalami keterlambatan, Kepala Daerah

melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar

seperduabelas jumlah pengeluaran APBDtahun anggaran sebelumnya.
Pengeluaran setiap bulan dimaksud dibatasi hanya untuk mendanai

keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

15.Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang
perubahan APBD, proses pembahasan rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD, namun persetujuan bersama antara I
Pemerintah Daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah

dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD
terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
ditetapkan setelah akhir bulan September, maka Pemerintah Daerah
tidak melakukan perubahan APBDdan kepala daerah melaksanakan

pengeluaran yang dianggarkan dalam APBDtahun anggaran berjalan.

Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRDterhadap
rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan
paling lambat akhir bulan September, dengan tahapan penyusunan
danjadwal sebagaimana tercantum pada Tabe16.

61



NO URAIAN WAKTU LAMA

1. Penyampaian paling lambat minggu I

Rancangan Perubahan bulan Agustus

KUA dan Rancangan

Peru bah an PPAS oleh

Kepala Daerah kepada

DPRD

2. Pembahasan dan paling lambat minggu II

kesepakatan an tara bulan Agustus

Kepala Daerah dan

DPRD atas Rancangan

Perubahan KUA dan

Rancangan Perubahan

PPAS

3. Penerbitan Surat paling lambat minggu

Edaran Kepala Daerah III bulan Agustus

perihal Pedoman

Penyusunan RKA-

SKPD, RKA-PPKD dan

Perubahan DPA-

SKPD/PPKD serta

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah

tentang Perubahan

Tabel6.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD
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DalamMenteri

Penjabaran Perubahan

APBD diterima oleh

APBD

Rancangan Peraturan Perubahan APBD dan

Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan

Penjabaran Perubahan Kepala Daerah tentang

tentangPerubahan APBD dan Daerah

Rancangan Peraturan kerja setelah

Daerah tentang Rancangan Peraturan

evaluasi Paling lama 15 hari 15 hari kerja7. Hasil

3 hari kerja

Rancangan Peraturan persetujuan bersama

Daerah ten tang

Perubahan APBD dan

Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang

Penjabaran Perubahan

APBD kepada Menteri

Dalam

Negeri/Gubemur untuk

dievaluasi

3 hari kerja setelah6. Menyampaikan

30 Paling lambat 3

bulan sebelum

tahun anggaran

berakh ir

bersama September

Kepala

persetujuan

DPRD dan

Daerah

lambatPaling5. Pengambilan

Kepala Daerah kepada

DPRD
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APBD dan Rancangan

Peraturan Kepala

Daerah tentang

Penjabaran Perubahan

APBD

4. Penyampaian Paling lambat minggu II

Rancangan Peraturan bulan September

Daerah tentang

Perubahan APBD oleh



Peraturan

Daerah

Penjabaran

7 hari kerja

DaerahKepala Kepala

tentang ditetapkan

APBD

11. Penyampaian Peraturan Paling lambat 7 hari

Daerah tentang kerja setelah Peraturan

Perubahan APBD dan Daerah dan Peraturan

Daerah ten tang

Penjabaran perubahan

APBD sesuai dengan

hasil evaluasi

KepalaPeraturan

Daerah tentang

Perubahan APBD dan

Peraturan10. Penetapan

penyempurnaan

Rancangan Peraturan

Daerah ten tang

Perubah an APBD

kepada Menteri Dalam

Negeri/Oubernur

3 hari kerja

Pimpinan Keputusan pimpinan

tentang DPRDditetapkan

3 hari kerja setelahPenyampaian

keputusan

DPRD

penyempumaan

Rancangan Peraturan

Daerah ten tang

Perubahan APBD

9.

7 hari kerja

Pimpinan

tentang

keputusan

DPRD

8. Penyempurnaan Paling lambat 7 hari

Rancangan Peraturan kerja (sejak diterima

Daerah tentang keputusan hasil

Perubahan APBDsesuai evaluasi)

hasil evaluasi yang

ditetapkan dengan

Negeri/Oubemur
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16.Larangan Pemerintah Daerah dalam perubahan APBD untuk
menganggarkan kegiatan dan belanja bantu an keuangan yang bersifat

khusus kepada pemerintah kabupaterr/kota dan pemerintah desa, apabila

dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantu an I
keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai

dengan akhir.

17. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, Wakil Kepala Daerah
menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan
APBDkepada DPRDdan menandatangani persetujuan bersama terhadap

rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD.

Apabila Kepala Daerah berhalangan sementara, Kepala Daerah

mendelegasikan kepada Wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan
rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD kepada
DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD.

Dalam hal KepalaDaerah dan wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau

sementara, pejabat pengganti kepala daerah menyampaikan rancangan

peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD kepada DPRD,

sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan

peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBDdilakukan oleh pejabat
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku
pelaksana tugas /penjabat/penjabat sementara KepalaDaerah sebagaimana
maksud Pasal 65 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan

Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Serta WaHKotadan WakilWaliKota.
18. Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara

dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD
menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan
daerah tentang APBD/Perubahan APBD sebagaimana maksud Pasal
42 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota.

I kepada Menteri Dalam I
Negeri/Gubernur
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22. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan

penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau

perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan

peraturan daerah tentang APBDatau perubahan APBDpaling lama 7 (tujuh)I

hari kerja setelah hasil evaluasiMenteriDalamNegeriditerimaoleh Gubernur

untuk APBDprovinsi.

23. Hasil penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD

atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD tersebut,
ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD dan menjadi dasarl
penetapan peraturan daerah tentang APBDatau perubahan APBD.

20. Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten Zkota tentang
APBD, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan

Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam NegeriI
berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
KeuanganDaerah.

21. Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi I
rancangan Perda kabupaterr/kota tentang APBD dan Perkada tentang
penjabaran APBDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) kepada

Menteridan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang

keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan

gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaterr/kota
tentang APBDdan Perkada tentang penjabaran APBDsebagaimana diatur
dalam Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengelolaanKeuanganDaerah.

19. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan
daerah tentang Perubahan APBDsebelum ditetapkan menjadi peraturan
daerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 314, Pasal 315, dan

Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah jo. Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

KeuanganDaerah.
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B. Hal Khusus Lainnya

Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur dalam menyusun APBDPemerintah

Provinsi Kalimantan Timur, selain memperhatikan kebijakan dan teknis

penyusunan APBD,juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain
sebagai berikut:

1.SKPD dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan
produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan
penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/iJasa Pemerintah.

2. Penganggaran dan belanja DAKFisik Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur berpedoman kepada petunjuk teknis DAKFisik atau petunjuk

operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementeriarr/Lembaga
terkait, sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan.

3. Dalamrangka pelaksanaan DAKFisikbidang Pendidikan, Perumahan dan
Permukiman, Pertanian, Industri Keeildan Menengah (IKM)Pemerintah

ProvinsiKalimantanTimur, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. BidangPendidikan
Kegiatanpeningkatan prasarana pendidikan pada provinsi Kalimantan

Timur, dianggarkan dalam program dan kegiatan pada SKPDDinas I

Pendidikan yaitu: I
1) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dianggarkan pada jenis belanja modal dengan
obyekdan rineian obyeksesuai sekolah negeri berkenaan; dan

2) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakatj swasta I

dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan obyek dan
rineian obyek barang yang diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat.
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Keputusan Pimpinan DPRDdimaksud dilaporkan pada sidang paripuma I

berikutnya serta disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk APBD

provinsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (5)Peraturan Pemerintah
Nomor12Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuangan Daerah.

Selanjutnya, Kepaladaerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD

dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBDkepada Menteri

DalamNegeribagi provinsi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 117 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
KeuanganDaerah.



Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut diatas menghasilkan barang/jasa
yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKMdi dalam Sentra IKM

termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesirr/peralatan

sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK Fisik sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, dianggarkan dalam jenis belanja barang

dan jasa, obyek belanja barang yang diserahkan kepada pihak

ketiga/rnasyarakat dan rineian obyek belanja sesuai kode rekening
berkenaan pada SKPDyang menyelenggarakan urusan Industri Keeildan

Menengah.

4. SKPDdapat menggunakan paling banyak 50/0 (lima persen) dari alokasi

DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan
langsung dengan kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kegiatanpenunjang dimaksud, meliputi:

a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
b. biaya tender;
c. honorarium fasilitator kegiatan DAKFisik yang dilakukan swakelola;

d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;

e. penyelenggaraan rapat koordinasi;
f. perjalanan dinas kejdari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan,
pengendalian dan pengawasan; dan

g. pelaksanaan reviu oleh Inspektorat ProvinsiKalimantan Timur.
Pelaksanaan reviu oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan
Timur sebagaimana yang tereantum pada huruf g, dilakukan terhadap:

c. Bidang Industri Kecildan Menengah (IKM)

Kegiatan DAKFisik Bidang Industri Kecildan Menengah (IKM), meliputi

kegiatan:

1. Pembangunan Sentra IKM;dan

2. RevitalisasiSentra IKM.

b. Bidang Pertanian

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk kegiatan
pembangunarr/perbaikan sumber air, jalan pertanian dan lumbung

pangan pertanian dilaksanakan melalui model swakelola padat karya

(cash for work) yang melibatkan partisipasi Petani, Kelompok

Tani/Gapoktan/P3A/GP3A, dianggarkan dalam jenis belanja barang
dan jasa, obyek belanja barang yang diserahkan kepada pihak
ketiga/rnasyarakat dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening
berkenaan pada SKPDyang menyelenggarakan urusan pertanian.
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2) untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAKFisik pada
bidang/ subbidangtertentu sesuai kebutuhan daerah dengan
menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran betjalan, dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah

5. Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik, SKPD memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a. DAKFisik pada bidang/subbidang yang output kegiatannya belum
tercapai, yaitu:

1) untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya,

digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan

petunjuk teknis pada saat output kegiatannya belum tercapai, dan
dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBDPemerintah Provinsi Kalimantan

Timur setelah dilaksanakannya audit LKPD (Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia (BPK-RI)dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD,

untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau
ditampung dalam LRAbagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
yang tidak melakukan perubahan APBD Pemerintah Provinsi

KalimantanTimur;atau

Pelaksanaan reviu tersebut dilakukan oleh inspektorat provinsi

Kalimantan Timur untuk provinsi penerima DAK Fisik Selanjutnya,
laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK
Fisik per jenis, per bidang disampaikan oleh KepalaDaerah kepada kepala

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPAmelalui aplikasi I

berbasis web Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara

(OMSPAN).

a. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK
Fisik per jenis, per bidang tahun anggaran sebelumnya, sebagai
syarat penyaluran tahap I darr/atau penyaluran secara sekaligus;

b.laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK

Fisik per jenis, per bidang sampai dengan tahap I, sebagai syarat
penyaluran tahap II;dan

c. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK
Fisik per jenis, per bidang sampai dengan tahap II, sebagai syarat
penyaluran tahap III.
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a. Belanja BOS yang bersumber dari APBNPemerintah Provinsi Kalimantan

Timur yang dialokasikan pada Pemerintah Provinsi dianggarkan

pada APBD Provinsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai

berikut:

b. DAK Fisik pada bidangjsubbidang yang output kegiatannya

telah tercapai, yaitu:

1) untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya,

digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK Fisik pada

bidangj subbidang yang sarna darr/atau tertentu sesuai kebutuhan

daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran

berjalan, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan

Kepala Daerah ten tang Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur setelah dilaksanakannya audit LKPD oleh Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan

pemberitahuan kepada pimpman DPRD, untuk selanjutnya

dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau ditampung dalam LRA

bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tidak melakukan

perubahan APBDPemerintah Provinsi Kalimantan Timur; atau

2) untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran

sebelumnya, digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAKFisik

pada bidang/ subbidang yang sarna dan / atau tertentu sesuai

kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun

anggaran berjalan, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD I
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pemberitahuan kepada

pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan I
daerah tentang peru bah an APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan I
Timur atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur yang tidak melakukan perubahan APBD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

6. Ketentuan Pengaturan Pengelolaan Dana BOS yang bersumber dari APBN

yang merupakan bagian dari DAKNonfisik sebagai berikut:
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DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah
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1) dalam hal penyaluran Dana BOS melebihi atau kurang dari pagu
alokasi Dana BOSper Satuan Pendidikan, maka Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur menyesuaikan alokasi Dana BOS dengan cara
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah

2) Dalam hal pengelolaan Dana BOS Satdikmerr/Batdiksus Negeri

terdapat sisa penggunaan Dana BOS Satdikmerr/Batdiksus Negeri

dimaksud, dianggarkan kembali dengan berpedoman kepada Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7790 Tahun 2018 tentang

Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan

serta Pertanggungjawaban Sisa Dana BOS SatdikmenZSatdiksus
NegeriYangDiselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

3) Bagi Satdikdas Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Kabupaterr/Kota dan Satdikdas Swasta yang diselenggarakan oleh
masyarakat dalam bentuk hibah.

b. Perubahan alokasi dana BOS pada Satdikdas Negeri pada APBD
kabupaterr/kota, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri pada APBD
Provinsi Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur berdasarkan penyaluran
dana BOS sesuai cut off Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)dilakukan

penyesuaian yaitu:

1) Bagi Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yang diselenggarakan

oleh provinsi dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan bagi

Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta yang diselenggarakan oleh

masyarakat dalam bentuk hibah. Untuk memberikan fleksibilitas bagi

Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri dalam penggunaan dana

BOS dimaksud, proses penyaluran dana BOS kepada
Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri dilakukan melalui
mekanisme penerusan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang

Persediaan (TU)dari bendahara pengeluaran SKPD yang
melaksanakan urusan pendidikan kepada bendahara dana BOSpada

Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yang disesuaikan dengan

besaran penyaluran setiap tahapan penyaluran dana BOS, yang

pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017 tentang
Petunjuk Teknis PengelolaanDana BOSSatuan Pendidikan Menengah

Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeriyang Diselenggarakan

Pemerintah Provinsipada APBD.
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7. Pendapatan atas pengembalian DAKNonfisik yang merupakan koreksi
pembayaran, dianggarkan pada jerus Lain-lain PAD Yang
Sah. Selanjutnya, pendapatan dimaksud digunakan sesuai dengan

sumber dananya dan ketentuan penggunaannya, yaitu untuk pengeluaran

yang didanai DAKNonfisikpada tahun dikembalikannya dana tersebut.

8. Dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki sisa DAK
Nonfisik, dianggarkan kembali pada bidarigy subbidang DAKNonfisik yang

sarna dalam APBDPemerintah ProvinsiKalimantanTimur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal
peraturan daerah tentang APBDPemerintahProvinsiKalimantanTimur

tentang Penjabaran Perubahan APBDPemerintah ProvinsiKalimantan

Timur, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya

disampaikan dalam LaporanRealisasiAnggaran;darr/atau

2) dalam hal penyaluran Dana BOS melebihi atau kurang dari pagu

alokasi Dana BOS per Satuan Pendidikan yang telah dicantumkan

dalam perubahan APBDPemerintah ProvinsiKalimantanTimur, maka

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyesuaikan alokasi Dana

BOS dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan

kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan

dalam Laporan RealisasiAnggaran.

c. Penganggaran sisa Dana BOS tahun-tahun sebelumnya yang masih

berada pada rekening Dana BOS pada Satdikdas Negeri,Satdikmen

Negeri dan Satdiksus Negeri, menambah pagu alokasi dana BOS

pada Satdikdas Negeri, Satdikmen Negeri dan Satdiksus NegeriI

Selanjutnya dengan berpedoman Pasal 327 ayat (2) Undang-!

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Interprestasi Standar

Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)Nomor 02 tentang Pengakuan

Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum

Negara/Daerah, sebagai berikut, Satdikmen Negeri dan

Satdiksus Negeri, dilakukan pengesahan pendapatan LRAoleh BUD
pemerintah provinsiuntuk dibelanjakan pada PemerintahProvinsi.
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11. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat membentuk asosiasi
untuk mendukung kerjasama antar Daerah, sebagaimanal
diamanatkan dalam Pasal 364 ayat (9)Undang-UndangNomor23

mempedomani Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan

Infrastruktur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun

2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka
Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Usaha

dalam PenyediaanInfrastruktur di Daerah.

lainnya. I

I
Dalamhal Pemerintah ProvinsiKalimantanTimurmelakukan kerjasama
dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur agar

10.

9. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan

pada pertimbangan efisiensidan efektifitaspelayanan publik serta saling
menguntungkan. Kerjasamadapat dilakukan oleh daerah dengan:
a. d a era h lain;
b. pihak ketiga;danZatau

c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa

daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih

efektif dan efisien, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat
menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar

daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun I
2018 tentang Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan

ProvinsiKalimantanTimur.

yang sarna dalam APBDPemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan

terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,untuk selanjutnya dituangkan

dalam peraturan daerah tentang perubahan APBDPemerintah Provinsi
Kalimantan Timur atau ditampung dalam LRAbagi Pemerintah Provinsi I
Kalimantan Timur yang tidak melakukan Perubahan APBDPemerintah I

I

telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan I
bagian SiLPA,dianggarkan kembali pada bidang/subbidang DAKNonfisik I

73



pendanaan untuk: pembentukan Zpembangunan, pengadaan,
pemeliharaan saran a dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)guna menjamin

menganggarkanDoing Bussiness/ EoDB), Pemerintah Daerah

percepatan pelayanan perizman dan non perizinan, serta

untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (Ease 0

dankualitas,tatalaksana,peningkatanrangka13. Dalam
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pendanaannya

bersumber dari APBDdan dianggarkan pada jenis belanja hibah dengan
mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam NegeriNomor32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan

Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah,

serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.

12. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Kantor

Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT),

pemerintah provinsi menganggarkan pendanaan untuk pembangunan,

pengadaan, dan pemeliharaan saran a dan prasarana Kantor Bersama
SAMSATdan pendanaan lain yang timbul dalam rangka
menjamin efektifitas, penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan

dan pemantapan tugas- tugas pelaksanaan SAMSATbaik di Pusat

maupun di Provinsi dengan terbentuknya Sekretariat Pembina SAMSAT

tingkat Nasional dan tingkat Provinsi dengan mempedomani Peraturan

Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dan peraturan I
turunannya serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Selanjutnya, guna meningkatkan penerimaan pajak daerah yang

bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama

kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

mengoptimalkan kegiatan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan
bea balik nama kendaraan bermotor dimaksud dengan menggunakan I
tambahan dana berupa hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja
(Persero).



Berkaitan dengan itu, Gubernur dapat mengambil kebijakan
percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai

14. Pendanaan keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat
bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, darr/atau

kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung pada

Belanja TidakTerduga.Tatacara pelaksanaan, penatausahaan,
dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan kebutuhan tanggap

darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik,

danIatau kejadian luar biasa dimaksud, dilakukan dengan tahapan
sebagaiberikut:
a. setelah penetapan status oleh kepala daerah, kepala SKPDyang

secara fungsional terkait mengajukan Rencana Kebutuhan
Belanja (RKB)kepada PPKDselaku BUD;

b. PPKDselaku BUDmencairkan dana kebutuhan belanja dimaksud

kepada KepalaSKPDyang secara fungsional terkait paling lambat 1
(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

c. pencairan dana kebutuhan belanja dimaksud dilakukan dengan

mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran
SKPDyang secara fungsional terkait;

d. penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud dicatat pada Buku
Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPDyang

secara fungsional terkait;

e. kepala SKPD yang secara fungsional terkait bertanggungjawab
secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan
belanja dimaksud yang dikelolanya;dan

f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan

belanja dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD yang secara
fungsional terkait kepada PPKDdengan melampirkan bukti-bukti
pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan
tanggungjawabbelanja.
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efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas

SDM, dan pemantapan tugas-tugas DPMPTSPdengan mempedomani

Undang-UndangNomor25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik,

Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Peraturan MenteriDalamNegeriNomor 138Tahun 2017

tentang PenyelenggaraanPelayananTerpadu Satu Pintu Daerah.



16.Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran
program dan kegiatan pra beneana dan pasea beneana yang meliputi

bencana alam/rion alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Beneana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2008 tentang Pendanaan dan PengelolaanBantuan Beneana.

Penyediaan anggaran sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b
dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau
ditampung dalam LRAbagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang
tidak melakukan perubahan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur.

untuk bantuan penanggulangan bencana alamZbencana sosial
diberitahukan kepada DPRDpaling lama 1 (satu) bulan.

penggeseran belanja tidak terdugadengan melakukan
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penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan

pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan Gubemur.

15. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat

bencana alarrr/rion alam, bencana sosial, darr/atau pemberian bantuan

kepada daerah lain dalarn rangka penanggulangan bencana alam/rion

alam darr/atau bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran

yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran

sebelumnya, melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga dan/ atau
melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang

mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penyediaan anggaran antara lain mobilisasi tenaga medis dan obat­
obatan, penyediaan logistikj sandang dan pangan diformulasikan ke

dalam RKA-SKPDyang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan

kegiatan dimaksud;

b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan

kepada provinei/kabupaten /kota yang dilanda bencana alam/non

alarn, bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan;

dan

c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalarn Sisa Lebih

Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya darr/atau



18.Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD

disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan
dan memperhatikan kemampuan APBD. Penyediaan sarana meliputi
ruang kantor pada sekretariat DPRD,kelengkapankantor, tidak termasuk

17.Programdan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHTyang peruntukkannya

sudah ditetapkan (earmark), DBH-SDATambahan MinyakBumi dan Gas
Bumi, DBH-DR,DAUTambahan, DAKdanjatau DAKTambahan, Dana

Darurat , Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer
lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan
dalam keadaan darurat danjatau mendesak lainnya yang belum cukup
tersedia dan/ atau belumdianggarkan dapat dilaksanakan mendahului
penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBDdengan cara:

a. Menetapkan Peraturan KepalaDaerah tentang Perubahan Penjabaran
APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD

untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang

perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur yang tidak melakukan perubahan APBDI

PemerintahProvinsiKalimantanTimur.

b. Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer
yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam
keadaan darurat danj atau mendesak lainnya sebagaimana tersebut

diatas diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur setelah

penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,penganggaran

program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

selanjutnya ditampung dalam LRA.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

menyediakan alokasi anggaran secara memadai yang diformulasikan ke

dalam program "PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana Pada Tahap

Prabencana"yang selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan, antara lain:

a. perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan

bencana;
b. pengurangan risiko dan pencegahan bencana;

c. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

d. kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasibencana;

e. penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
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21. Dalam Pasal 346 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
ditegaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUDadalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana

20. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing­

masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum menyediakan

rumah jabatan Kepala Daerab./WakilKepala Daerah, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan.

Besaran sewa memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD

disediakan kendaraan dinas jabatan dan bagi Anggota DPRD dapat

disediakan tunjangan transportasi dengan mempedomani Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

AdministratifPimpinandan AnggotaDewanPerwakilanRakyatDaerah.

19.Dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan dan AnggotaDPRD,
disediakan rumah jabatan Zrumahdinas bagi Pimpinan dan AnggotaDPRD
dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal suami darr/atau istri yang
menduduki jabatan sebagai Pimpinan darr/atau Anggota DPRD pada

DPRDyang sarna, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat
sebagai KepalaDaerab/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang

sarna tidak diberikan tunjangan perumahan.
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sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat

fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan

minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor

sekretariat fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (10)

Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

RakyatDaerah.



dinas /badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada

umumnya. Fleksibilitas tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Spesifikasiteknis dibidang layanan umum tersebut, berhubungan dengan

hal-hal sebagai berikut:
a. penyediaan barang darr/atau jasa layanan;

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi danZatau
layanan kepada masyarakat; dan/ atau

c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi

darr/atau pelayanan kepada masyarakat, antara lain dana bergulir dan
dana perumahan.

Dalam penerapan BLVD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada
masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera

melakukan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang memiliki I
spesifikasi teknis layanan umum atau tugas dan fungsinya bersifat
operasional dalam menyelenggarakan layanan umum kepada
masyarakat untuk menerapkan BLVD.

b. Khusus bagi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah (RSD),yang

belum menerapkan BLUD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

segeramelakukan langkah- langkah untuk mempercepat penerapan

BLVD pada pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini sesuai dengan
amanat Pasal 7 ayat (3)dan Pasal 20 ayat (3)Undang-UndangNomor

44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta pasal 31 ayat (1)Peraturan
Menteri Dalam NegeriNomor79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
UmumDaerah.

BagiPerangkat Daerah yang telah menerapkan BLVD,agar:

a. RBA untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan seterusnya

menggunakan format Peraturan MenteriDalam NegeriNomor79 Tahun

2018 tentang Badan LayananUmumDaerah.
b. Pendapatan BLUDdalam RBAdikonsolidasikan ke dalam APBDdalam

jenis pendapatan Lain-lainPendapatan AsliDaerahYangSah.
c. Belanja danZatau pembiayaan BLVDyang sumber dananya berasal

dari pendapatan BLUD(NonAPBD),serta sisa lebih perhitungan
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h. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan
Keuangan Badan Layanan Umum yang berlaku efektif mulai Tabun
2016, sehingga audit laporan keuangan BLUDdilaksanakan oleh BPK­
RI.

1. Dalam hal BLUDyang telah tetapkan dengan status BLUDbertahap

sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, wajib menyesuaikan
paling lama 2 (dua) tahun setelab Peraturan Menteri Dalam Negeri 79

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah diundangkan. j.

Penilaian dan penerapan BLUD:

1) Untuk UPTDjB Daerah Provinsi sesuai dengan Surat Edaran
Menteri Dalam NegeriNomor981j1010jSJ tentang ModulPenilaian

dan Penetapan BLUD,dan

80

anggaran (SILPA)BLUD,diintegrasikari/ dikonsolidasikan kedalam RKA

SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1

(satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis

belanja/ pembiayaan.
d. Belanja danj atau pembiayaan BLUD sebagaimana huruf c,

dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta
kegiatan pelayanan dan pendulrung pelayanan.

e. Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA

selanjutnya ke dalam RKAdiintegrasikanjdikonsolidasikan pada akun

pembiayaan pada SKPDselaku BUD.
f. Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBAmengikuti

tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
g. Laporan pendapatan belanja dan pembiayaan BLUD secara berkala,

sebagai berikut:

1) Untuk BLUDUPTD/B, pemimpin menyusun dan menandatangani I

laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan melampirkan SPTJ
untuk disampaikan kepada PPKD berdasarkan SP3BP, PPKD

melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP.
2) Untuk BLUD SKPD, pemimpin menyusun dan menandatangani

laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan beserta SPTJ, dan

menandatangani SP3BP, untuk disampaikan kepada PPKD

berdasarkan SP3BP, PPKD melakukan pengesahan dengan I
menerbitkan SP2BP.



22. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan

daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran dalam APBD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendanai kegiatan antara
lain koordinasi, supervisi, pendidikan dan pelatiharr/peningkatan

kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar atau sejenisnya dan

penyusunan regulasi yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah

dimaksud serta kegiatan lain guna efektifitas pelaksanaan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah tersebut.

23. Sebagai upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)bagi

aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dapat mengalokasikan anggaran dalam APBDmelalui
program tugas belajar (TB)atau pemberian izin belajar (IB) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan
SDMaparatur yang kompeten dibidang kepamongprajaan yang

ditujukan untuk menghasilkan lulusan sebagai abdi negara dengan

karakteristik khusus, memiliki keahlian dan keterampilan teknis
penyelenggaraan pemerintahan, memiliki kepribadian dan keahlian
kepemimpinan kepamongprajaan, dan berwawasan nusantara, berkode

etik, serta berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dapat menganggarkan program dan kegiatan yang

berorientasi pada peningkatan kapasitas SDMdimaksud.

24. Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, selain I
memberdayakan lembaga keuangan BUMD(bank pembangunan daerah
dan bank perkreditan rakyat milik Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan

kerjasama dengan lembaga keuangan yang terhimpun dalam Himpunan

Bank Milik Negara (Himbara) melalui pemanfaatan infrastruktur

perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah.
25. Sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 283 ayat (2)Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan
bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

2) Untuk UPTD/B Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/ 1011/SJ tentang Modul

Penilaian dan Penetapan BLUD.
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26. Kebutuhan pendanaan kegiatan pernilihan Gubernur dan Wakill

GubernurjBupati dan Wakil BupatijWali Kota dan WakilWali Kota yang
tahapan penyelenggaraanya dianggarkan pada APBD masing-masing

daerah yang melaksanakan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur /Bupati dan WakilBupati/Wali Kota dan WakilWaliKota, dalam I
bentuk belanja hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada

KPUdan Bawaslu Provinsibagi pemerintah provinsi serta kepada KPUdan

Bawaslu kabupaten /kota bagi pemerintah kabupatenjkota dengan I
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pendanaan
Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan WakilWali Kota Yang Bersumber dari APBD.

Berkaitan dengan itu, pendanaan pengamanan pelaksanaan pemilihan

tersebut dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada

SKPDberkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam

hal tetjadi pemilihan suara ulang (PSU) atau pemilihan susulan,

pendanaanya tetap dibebankan dalam APBD.Besaran pendanaan kegiatan
pemilihan dimaksud harus mempedomani standar satuan harga yang
berlaku dan standar kebutuhan belanja pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan WakilWali Kota

sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timurjuga menyediakan alokasi anggaran untuk:
a. Pengembangan kehidupan demokratis di daerah, khususnya

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih

sebagaimana maksud Pasal 133AUndang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan WaliKotaMenjadiUndang-Undang;
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bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan

manfaat untuk masyarakat, maka berkenaan dengan upaya peningkatan I
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, perlu

dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018

tentang Starategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Surat Edaran

910/1866/SJ dan 910/1867 /SJ tanggal 17 April 2017. Untuk kelancaran
implementasi transaksi non tunai dimaksud Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan I
kegiatan terkait dengan implementasi transaksi non tunai.



b. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif
pemerintahan dalam negeri sebagaimana amanat Pasal 6 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerab, termasuk

pendidikan dan pelatihan pembentukan (pendidikan dasar) dan

penjenjangan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintaban Daerab
(P2UPD),diklat teknis Dukcapil, diklat teknis Pemadam Kebakaran,

barang danjasa, dan lain-lain.

c. Penyelenggaraan UJl kompetensi pemerintahan dalam rangka
sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur
dalam Peraturan MenteriDalam NegeriNomor85 Tahun 2017 tentang

Pendidikan dan Pelatihan KepemimpinanPemerintahan Dalam Negeri

dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 108 Tahun 2017 tentang
Kompetensi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian

DalamNegeridan Pemerintah ProvinsiKalimantanTimur.

27. Pemerintab Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran
pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi

penyelenggara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam APBD
PemerintahProvinsiKalimantanTimur, untuk:

a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui

Pendidikan dan Pelatihan KepemimpinanPemerintahan Dalam Negeri

(Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat

Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan

untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim)tingkat II,

III dan IVyang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana

amanat Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang

Pemerintaban Daerah dan Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tabun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerab.

b. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)pasangan calon yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan
rekomendasi dari Bawaslu Provinsidan Kabupaten/kota:
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29. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di

daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menyediakan

anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pad a Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait

dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga dan /atau dalam
bentuk hibah kepada badan Zlembaga di bidang keolahragaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana dimaksud Surat Edaran MenteriDalamNegeri

28. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menyediakan anggaran
pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan I
dan AnggotaDPRDdalam APBDyang diformulasikan ke dalam program
dan kegiatan berkenaan pada Sekretariat DPRD.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus
mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN

dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah

ProvinsiKalimantan Timur dimaksud, paling sedikit 0,340/0(nolkoma tiga
puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi,

yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani
pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Provinsi/Kabupaterr/Kota atau sebutan lain. Dalam hal besaran alokasi

anggaran dalam APBDtahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan

bagi ASNyang telah melebihi 0,340/0(nol koma tiga puluh empat persen)

dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsidan yang telah melebihi

0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi

pemerintah kabupaten Zkota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan
mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan

pelatihan dimaksud. Selanjutnya, orientasi dan pendalaman tugas

anggota DPRDmempedomaniPeraturan MenteriDalamNegeriNomor133

Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan

PerwakilanRakyat Daerah Provinsidan DewanPerwakilanRakyat Daerah I
Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 14 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriDalamNegeriNomor133

Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan

PerwakilanRakyat Daerah Provinsidan DewanPerwakilanRakyat Daerah

Kabupaterr/Kota.
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maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai kode rekening berkenaan.

Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan
atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Pemerintah

ProvinsiKalimantanTimuruntuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan

daerah tentang perubahan APBDPemerintah ProvinsiKalimantan Timur
atau ditampung dalam LRAbagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
yang tidak melakukan perubahan APBDPemerintah ProvinsiKalimantan

Timur.

Nomor 978/753/SJ tanggal 6 Februari 2017 tentang Peningkatan

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah. Untuk pendanaan

organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD

karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga
dan/ atau organisasi olahraga professional yang bersangkutan. Hal ini
sejalan dengan amanat Pasal29 ayat (2)Undang-UndangNomor3

Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahragaan, dan Peraturan
PemerintahNomor18Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan,

bahwa pembinaan dan pengembanganolahraga profesionaldilakukan oleh

induk orgarusasi cabang olahraga darr/atau organisasi olahraga

profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-UndangNomor
3 Tahun 2005 tentang Sistem KeolahragaanNasional,didefinisikanbahwa
cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk
memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang
didasarkan atas kemahiran berolahraga.

30. Dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kewajiban

kepada pihak ketiga terkait dengan:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa
menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Pemerintah Provinsi

KalimantanTimur sesuai peraturan perundang-undangan; atau

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap (inkracht);
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Penganggaran Kegiatan Tahun Jarnak berdasarkan atas persetujuan

bersarna antara KepalaDaerah dan DPRDdan ditandatangani bersamaan
dengan penandatanganan KUAdan PPAS.
Persetujuan bersarna paling sedikitmemuat:
a. nama Kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;

c. jurnlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jarnak tidak

melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali
KegiatanTahun Jarnak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau

kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

32.Dalamrangka melaksanakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan

aturan dalarn acara kenegaraan atau acara resmi sebagai

bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan

dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau
masyarakat, Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur menyediakan alokasi
anggaran untuk keprotokolan dalam APBD Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dengan mempedomani Undang- Undang Nomor 9

Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
33. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Staf Ahli Kepala Daerah,

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyediakan dukungan berupa
anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan
standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan

KegiatanTahun Jarnak harus rnernenuhikriteria paling sedikit:
a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis

rnerupakan satu kesatuan untuk rnenghasilkan 1 (satu)Keluaranyang
memerlukanwaktu penyelesaianlebih dari 12 (dua belas)bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus
tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

bahwa kegiatanPengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan
dapat dianggarkan:

a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

g. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun
Jarnak.

31. Dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
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Pemerintah ProvinsiKalimantanTimur dapatPemasyarakatan,

daerah sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan
Standar KompetensiStaf AhliKepalaDaerah.

34. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan
Bantuan Hukum dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang
Nomor16Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

35. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan biaya operasional untuk

melaksanakan tugas aparatur pemerintah pusat yang bekerja pada dinas

di daerah dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPDterkait, guna

melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan

Pasal 119 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah.

36. Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor
25Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan

Pornografi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat mengalokasikan

anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan
pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan serta
penanganan pornografi.

37. Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian penyerapan
anggaran daerah, Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur menganggarkan
kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi

Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana diamanatkan

dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 20

Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran.
Selanjutnya, guna mendukung keterbukaan informasi publik yang
diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur menyampaikan data penyerapan realisasi belanja setiap bulannya

melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Realisasi
AnggaranPendapatan dan Belanja Negaraserta AnggaranPendapatan dan

BelanjaDaerah (SISMONTEPRA).
38. Dalam rangka mendukung pembangunan Lembaga Penempatan Anak

Sementara (LPAS),Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)dan Balai
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menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan tersebut sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

39. Dalam rangka revitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan Kantor Urusan Agama

(KUA) di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat
menghibahkan tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang

telah digunakan untuk pembangunan gedung KUAkepada Kementerian
Agama dengan tetap memedomani ketentuan peraturan perundang­
undangan.

40. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menyediakan alokasi

anggaran dalam APBDPemerintah ProvinsiKalimantan Timur, antara lain
untuk:

a. Palang Merah Indonesia (PMI)sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Kepalangmerahan dan Pasal 43 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor7
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, dalam bentuk program dan

kegiatan pada SKPDterkait tugas dan fungsi dan/ atau belanja hibah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa
KonsumenNomordalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
c. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)provinsi sebagai pelaksanaan
Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan;
d. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006

tentang KomisiPenanggulangan AIDSNasional dalam bentuk program
dan kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan /atau belanja
hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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42. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat
Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah
mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke
dalam APBD, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan

pengawasan, meliputi:

41. Dalam rangka keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk
mengembangkanmasyarakat informasi serta sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Pemerintah
ProvinsiKalimantan Timur untuk KomisiInformasi Provinsi sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan InformasiPublik, dalam bentuk program dan kegiatan antara

lain:

a. Layanan penyelesaian sengketa informasi;
b. Monitoringkepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan UU Komisi

Informasi Publik;
c. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan

Badan Publik;dan
d. LayananAdministrasidan Dukungan TeknisTugas dan Fungsi Komisi

Informasi.

e. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 9 ayat (6)Undang-UndangNomor32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

f. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)sebagaimana diamanatkan

dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala DaerahjWakil Kepala Daerah Dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903j117jSj tanggal 12 Januari

2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam bentuk program dan
kegiatan pada SKPDterkait tugas dan fungsi darr/atau belanja hibah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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d. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lim

perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksu

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Tekni

DAKFisik.

c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat penguku

beton dan lain-lain.

b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional

berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis

minimal 120 jarrr/tahun per APIP.

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu

RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan

anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa,

pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan

PNBP, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah, monitoring dan evaluasi TLHPBPKdan TLHPAPIP;

2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi

Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran

responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungu tan liar,

tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH

dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi

dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan

Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);

3) Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri

reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap

perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap

Bupati/Walikota untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap

pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten /Kota dan

evaluasi pelayanan publik;

4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi,

monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi

pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasn

korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona

integritas, penanganan banturan kepentingan, survey penegakan

integritas dan penanganan Whistle Blower System;

90



44. Dalam rangka mewujudkan dana desa yang efektif,efisien dan akuntabell
serta terjalinnya sinergitas kerjasama di bidang pencegahan, pengawasan,
dan penanganan permasalahan dana desa guna mendorongpercepatan

43. Pemerintah Provinsi menganggarkan program dan kegiatan pembinaan

dan pengawasan pemerintahan desa dalam APBDsesuai ketentuan Pasal
112, Pasal 114, dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan integritas bagi

penyelenggaraPemerintah ProvinsiKalimantan Timur guna mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur menganggarkan kegiatan untuk pelaksanaan survei

penilaian integritas dalam APBD sebagaimana maksud Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai programdan kegiatan pengawasan

dimaksud, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan I

anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah,
dengan klasifikasisebagai berikut:

a. Pemerintah provinsi:

1) sampai dengan Rp4.000.000.000.000,OO(empat triliun rupiah)

sekurang-kurangnya sebesar 0,90%>(nol koma sembilan puluh

persen) dari total belanja daerah;

2) diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai
denganRp10.000.000.000.000,oo (sepuluh triliun rupiah)
sekurang-kurangnya sebesar 0,60% (nol koma enam puluh

persen) dari total belanja daerah dan diatas
Rp36.000.000.000,00 (tigapuluh enam miliar rupiah); dan

3) diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah)
sekurang- kurangnya sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh

persen) dari total belanja daerah dan diatas

Rp60.000.ooo.000,00(enampuluh miliar);

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBDtahun sebelumnya

telah melebihi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran
program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur tidak diperkenankan mengurangi besaran

persentase alokasi anggaran dimaksud.
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47. Dalam rangka penangangan dampak sosial kemasyarakatan terkait

penyediaan tanah untuk pemban gunan nasional di

lingkungan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan

Nasional Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat mengalokasikan anggaran

dalam APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendanai

kegiatan penyusunan dokumen reneana penangaanan dampak sosial

kemasyarakatan, pelaksanaan tugas Tim Terpadu penanganan dampak

sosial kemasyarakatan dan pembayaran santunan bagi masyarakat.

pembangunan di desa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

mengalokasikan darr/atau mensinergikan anggaran untuk pembentukan

dan operasional Sekretariat Bersama yang dibentuk di tingkat Provinsi

sesuai Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri

dan Kepolisian Negara RI Nomor 01/SJ/PK/I/2018,

119/458/BPD, B/6/1/2018 tanggal31 Januari 2018.

45. Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD provmsi

dengan mengikutsertakan stakeholder lainnya sebagai bagian dari

penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur dapat mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan

pembinaan BUMD, seperti penelaahan rancangan rencana bisnis,

monitoring dan evaluasi, seleksi calon anggota dewarr/komisaris dan calon

anggota direksi BUMD.

46. Dalam rangka menyusun rene ana kebutuhan barang milik daerah yang

merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerah dalam

pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative)

dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negaraj Daerah dan Pasal 19 ayat

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dapat mengalokasikan anggaran dalam program dan

kegiatan yang terkait guna efektifitas penyusunan rencana kebutuhan

barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
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perpustakaan, penerbitan katalog induk dan bibliografi daerah,

pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan pendaftaran, I
pengelolaan serta pemberian penghargaan naskah kuno dengan

c. Pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa

baiktercetak maupun elektronik melalui penghimpunan dan

b. Pembudayaan gemar membaca pada satuan Pendidikan keluarga dan
masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pameran, penghargaan,
kajian, koordinasi dalam pembudayaan gemar membaca dengan
mempedomani Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun

2007 tentang Perpustakaan; dan

bahanpreservasipengelolaan karya cetak dan karya rekam,

48. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi

permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang

dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah

menyediakan anggaran untuk:

a. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah

Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD dengan

mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomorl
027 j 1696jSJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di

Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. I
b. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan I
masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui
belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

49. Dalam rangka memajukan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan

bangsa, memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan sebagai wahana

pelestarian kekayaan budaya bangsa, Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur menyediakan alokasi anggaran dalam APBDuntuk:
a. Pengembangan perpustakaan sesuai dengan Standar koleksi
perpustakaan, Standar sarana dan prasarana, Standar pelayanan
perpustakaan, Standar tenaga perpustakaan, Standar
penyelenggaraan, dan Standar pengelolaan perpustakaan dengan

mempedomani Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun

2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

2007 tentang Perpustakaan;
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2) Sub Urusan Kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah

Kabupaterr/Kota; dan
3) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai Peraturan

Menteri Dalam NegeriNomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Umum di Provinsi dan Kabupaten /Kota.

1)Sub Urusan Bencana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada'
Standar Pelayanan MinimalSub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;

mempedomani Pasal 6, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun I
2007 tentang Perpustakaan dan Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) Undang­

Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan

Karya Rekam.

50. Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait
pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam APBD
Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur mempedomani antara lain:

a. Urusan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Minimal Pendidikan;

b. Urusan Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun
2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
SPMBidang Kesehatan;

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018

tentang Standar Teknis SPMPekerjaan Umum dan Perumahan; I

d. Urusan Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan

MinimalBidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaterr/Kota; dan

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat:
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1)Upaya percepatan penanggulangan stunting dengan mempedomani

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional

Percepatan Penanggulangan Gizi Buruk;

2) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan

dan penganggaran responsif gender, Pemerintah Daerah

mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan,

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/ 11/2012,

Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE-

46/MPP-PA/ll/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan

Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

3) Pengendalian dan pemberantasan malaria mempedomani

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009 tentang

Eliminasi Malaria, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun

2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria, Keputusan Menteri

51. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendorong kebijakan inovasi

daerah serta peningkatan kinetja penyelenggaraan pemerintahan daerah

terkait peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur menyediakan alokasi anggaran dalam

APBD dengan mempedomani Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan

Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Daerah. I
52. Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam

penyusunan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan I

kebijakan pemerintah, antara lain: I

a. Pencapaian SDG's, seperti: penanggulangan stunting, kesetaraan

gender, penanggulangan HIV/ AIDS, malaria, penanggulangan

kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial I

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun

2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan, dengan uraian sebagai berikut:
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5)Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS yang

lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi

mempedomani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang

KomisiPenanggulangan AIDSNasional dan Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor20 Tabun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan I
KomisiPenanggulangan AIDSdan Pemberdayaan Masyarakat Dalam I
Rangka PenanggulanganHIVdan AIDSdi Daerah.
a. Pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta Penerima

Bantuan luran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)dalam rangka mencapai UHC

sesuai target nasional dengan mempedomani Peraturan Presiden
Nomor82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

b. Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan I

melalui peningkatan aksesbilitas terhadap layanan kesehatan, I

pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan mempedomani
I

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program

KeluargaHarapan;
c. Penurunan Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate)

guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga I
berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia
Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan

ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta

pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan
Kampung Keluarga Berencana (KB)sesuai dengan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari
2016 perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB di

Seluruh Indonesia;

Kesehatan Nomor 044/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman
Malaria dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
443.41/465 Tahun 2010 perihal Perecepatan EliminasiMalaria;

4)Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
mempedomasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008

tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi, Kabupaterr/Kota dan I
Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan
Perencanaan Pembiayan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah I

Provinsidan Daerah Kabupaterr/Kota; dan
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birokrasi Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur.

g. Penyelenggaraan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC)secara
berkesinambungan dengan mempedomani Peraturan MenteriKesehatan
Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; I

h. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi

dan perlindungan sosial penyandang cacat;

1. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan
publik dan mendukung terwujudnya "Clean Government", untuk
menunjang kinerja UPPProvinsidan UPPKabupaterr/Kota;

J. Penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa

(TMMD)pada SKPDterkait;

reformasipelaksanaanevaluasidan3) Monitoring

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain melalui

penyelenggaraan rapat koordinasi pusat-daerah; dan

birokrasireformasiintemalisasidan2) Sosialisasi

peningkatan kualitas pelayanan publik;
dan Ipengawasanpenguatan akuntabilitas, penguatan

manusia,dayalaksana, penataan manajemen sumber

peraturan perundang-undangan, penguatan tatapenataan

melalui optimalisasi peran dan fungsi pokja pengembangan

demokrasi provinsi dalam meningkatakan capaian IDI di tingkat
Provinsi dengan prioritas meningkatkan kegiatan-kegiatan yang

mendukung capaian IDI di tingkat nasional, antara lain
operasional untuk Pokja IDIpemerintah provinsi dan peningkatan
pelayanan publik melalui keterbukaan informasi/fransparansi

pengelolaanAPBD;
e. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan pelaksanaan

Program Strategis Nasional Reforrnasi Birokrasi sebagaimana I
dimaksud dalam Pasal 67 Huruf f Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka I
percepatan pelaksanaan ReformasiBirokrasi, meliputi:
1) Delapan Area Perubahan yang terdiri dari manajemen

perubahan, penguatan dan penataan organisasi,

(IDI)IndonesiaDemokrasiIndekstargetd. Pencapaian
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m.Peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

(FORKOPIMDA)Provinsi,FORKOPIMDAKabupaten, FORKOPIMDAKota,

dan Forum KoordinasiPimpinan Kecamatan (FORKOMPIMCAM)sebagai
pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan
Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh

Gubemur, BupatijWali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing­

masing;
n. Pelaksanaan bidang hubungan masyarakat, memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:
1)Pengelolaan kerjasama dengan media cetak, media online, televisi

dan radio;
2)Pengembangan teknologidalam pengelolaan media sosial;

3) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang hubungan
masyarakat dan pengelola media sosial melalui pelatihan,
bimbingan teknis maupun workshop;

k. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)provinsijkabupatenjkota dengan
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayan dan Kesejahteraan

Keluarga; I

1. Penerbitan Kontrak Investasi Kolektif(KIK)Dana Investasi Real Estate
I

Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah Daerah
memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif

fiskal berupa pengurangan, keringanan danjatau pembebasan pajak

BPHTBsesuai kemampuan keuangan daerah dengan

mempedomani Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Pemberian Pengurangan danj atau Keringanan atau Pembebasan Pajak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Ijin
Mendirikan Bangunan Rumah (1MB) Umum Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor 593j4999jSJ tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberian

Insentif Pengurangan BPHTB;
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 17Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeridan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan
MenteriDalamNegeriNomor57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan

16 Tahun 2017 tentang PenetapanNomorUndang-Undang

Kemasyarakatan. Berkenaan dengan penataan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan di Indonesia, Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur menyediakan dukungan anggaran pelaksanaan

kegiatan urusan Kesbangpol bidang Organisasi Kemasyarakatan

antara lain penyiapan fasilitas pelayanan pendaftaran organisasi

kemasyarakatan dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasil
Kemasyarakatan (SIORMAS),Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan I
Organisasi Kemasyarakatan, kerja sama Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dengan Organisasi Kemasyarakatan dengan

memedomani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan

OrganisasiPemberdayaandanPembinaan1)Bidang

o. Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik oleh Pemerintah

ProvinsiKalimantanTimur dianggarkan pada SKPDyang melaksanakan I
urusan kesatuan bangsa dan politik, meliputi bidang-bidang sebagai
berikut: I

4)Penyediaan sarana dan prasarana bidang hubungan masyarakat

dan media sosial; dan

5)Pembinaan, koordinasi dan konsolidasi bidang hubungan
masyarakat termasuk pengembangan forum-forum kehumasan
Pemerintah ProvinsiKalimantanTimur;

dengan mempedomaniUndang-UndangNomor40 Tahun 1999tentang
Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeridan Pemerintah ProvinsiKalimantanTimur;
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Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan dan

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja

Sarna Kernenterian Dalarn Negeri dan Pernerintah Provinsi Kalimantan

Tirnur Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Atau Lembaga

Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.

2) Bidang Fasilitasi Politik Dalarn Negeri.

a) Pelaksanaan Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan

evaluasi perkembangan politik di daerah dengan rnempedomani

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan

Politik di Daerah; dan

b) Peningkatan Kapasitas dan kelernbagaan Partai Politik dalarn I
rangka mewujudkan tata kelola bantuan keuangan partai politik

yang transparan dan akuntabel bagi partai politik penerima

bantuan keuangan di tingkat Provinsi dan

Kabupaten /Kota dengan rnempedomani Peraturan Pemerintah I

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik.

3} Bidang Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

a) Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya

pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan I
mempedomani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasionall

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan

Narkotika; dan

b) Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan

Daerah di TMIImelalui kegiatan: (1) Promosi budaya; (2) Pagelaran

seni dan budaya; (3) Parneran produk unggulan ekonomi daerah;

dan (4) Seminar dan lokakarya, rnempedomani Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 28

Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan

Daerah di TMII.
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4) Bidang Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

a) Penanganan konflik sosial dengan mempedomani Undang­

Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik dan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 ten tang

Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi

Penanganan Konflik Sosial;

b) Penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di

daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui

pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Pemberdayaan

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)dengan temu cepat

dan lapor cepat permasalahanJ gangguan melalui pusat

komunikasi mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;

c) Peningkatan kemampuan kelembagaan dalam rangka

penyelenggaraan program dan kegiatan Forum Persaudaraan

Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) dengan

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan

Masyarakat Melanesia Indonesia;

d) Penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat

asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing mempedomani

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat

Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50

Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di

Daerah; dan

e) Penanganan Pengungsi Luar Negeri dengan berpedoman pada

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

5) Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

a) Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan

wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Revitalisasi

dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan

Wawasan Kebangsaan;



b)Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dengan

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34

Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran
Kebangsaan di Daerah;

c)Penyelenggaraan peningkatan Kesadaran Bela Negara
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38

Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela
Negaradi Daerah;

d)Melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi Gerakan
Indonesia Melayani,Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia

Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia

Bersatu melalui kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Nasional
RevolusiMental (GNRM)dan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan

Nasional RevolusiMental (GNRM)di Daerah yang berpedoman pada
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Gerakan NasionalRevolusiMental;dan

e)Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter di Daerah
dengan berpedoman pada Peraturan PresidenNomor87 Tahun

2017 tentang Penguatan PendidikanKarakter.

p. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timurmendukung hal-hal sebagai berikut:

1)Dalam rangka pengendalian dan penataan perangkat daerah serta

pengendalianmutasi ASN daerah guna menjamin efisiensi,
efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen

PNS pada perangkat daerah memerlukan pemutakhiran data dan

informasi secara kontinyu, bersifat real time, terkoneksi dan
terintegrasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 73 Undang­
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor99 Tahun

2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu mengalokasikan

anggaran antara lain untuk:
a) Pembinaan penataan perangkat daerah meliputi struktur
organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi;

b)Pengendalian penataan perangkat daerah dalam bentuk
pemantauan, pendampingan, dan evaluasi; dan
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dukungananggaran dalam APBD sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, LKPJ

Kepala Daerah Kepada DPRDdan ILPPDKepada Masyarakat; dan

4) Dalam rangka penguatan kapasitas daerah dan mengintegrasikan

teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi,

kesejahteraan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik,

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menyediakan alokasi

anggaran dalam APBD dengan memedomani Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik.

q. Dukungan pembangunan kemampuan pertahanan negara di daerah

guna meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan

pemerintahan daerah guna, antara lain:

a. Sinkronisasi kebijakan pembangunan pengamanan wilayah

perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)dengan kebijakan

pembangunan di daerah;

b. Kebijakan pertah an an negara dalam hal penataan wilayah

pertahanan negara, melalui dukungan penyediaan lahan untuk

pembangunan dan pengembangan wilayah pertahanan;

c. Kebijakan pembangunan kelembagaan (restrukturisasi), melalui

dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap urgensi
pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah;

dan

d. Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), melalui I

optimalisasi peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam

penyelenggaraan PKBNdi daerah.

Daerah

e-leqislasi I
penyusunan peraturan daerah, Pemerintah

mengalokasikan anggaran untuk penyediaan portal

sehingga dapat diakses oleh masyarakat;

3) Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan I
Daerah (LPPD), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan

c) Pengembangan sistem informasi pembinaan dan pengendalian

penataan perangkat daerah didayagunakan sebagai saran a

komunikasi data dan informasi komprehensif konektivitas.

2) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses
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I

u. Dukungan peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan, I
meliputi KK,KTP-el,Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, I
dan Surat Keterangan Pindah, yang diselesaikan paling sedikit dalam

waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak
persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten./Kota sebagaimana I
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 19 Tahun 2018

tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasiKependudukan;

v. Peningkatan fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan

akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan

mempedomaniUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah;

r. Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi dengan mempedomani Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangandan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

s. Pemberian tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang

mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008

tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;

t. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) berbasis NIK
secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah

dengan Undang-UndangNomor24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasl

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasil
Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah
Nomor37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor231

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telahl
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipi1;
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bb. Penciptaan calon TKI yang kompeten sesuai dengan job order yang

akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya praktek­
praktek perdagangan manusia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas
sampai di tingkat desa secara terpadu dan berkelanjutan, menciptakan

w.Peningkatan daya samg nasional dalam pelaksanaan Masyarakat

Ekonomi ASEAN dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor

6Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka
menghadapi masyarakat ekonomiASEAN;

x. Penyelarasan dan penguatan kebijakan pelaksanaan program padat
karya tunai di Desa untuk pembangunan, sebagai pelaksanaan Surat

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Keuangan, Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri

Perencanaan Pembangunan Na sionaf./Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017,

954/KMK.07/2017, 116Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang
Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan
Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentang Desa;

y. Peningkatan nilai tukar petani, pemberdayaan UKM maupun
pengendalian inflasi daerah, guna melaksanakan urusan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur di bidang sistem resi gudang sebagaimana
diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-UndangNomor9 Tahun 2006 tentang Sistem I

ResiGudang;
z. Pemulangan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah

(TKIB),dengan berpedoman pada Peraturan MenteriKoordinatorBidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor3 Tahun 2016 tentang

Peta Jalan (Roadmad) Pemulangan dan PemberdayaanTKIB;
aa. Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap

perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, melalui gugus
tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(PPTPPO)Provinsi Kabupateri/Kota sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-UndangNomor21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun
2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak

Pidana Perdagangan Orang;
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kebijakan Satu Peta dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang I
PedomanPenetapan dan PenegasanBatas Desa;

ff. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi

perkembangan desa dan kelurahan serta pelaksanaan pengumpulan,
pengolahan, analisis, interpretasi dan publikasi serta pendayagunaan

data profil desa dan kelurahan dengan mempedomani Peraturan I

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penyusunan dan Pendayagunaan Data ProfilDesa dan Kelurahan dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang

Evaluasi PerkembanganDesa dan Kelurahan;

gg. Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan

perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan
negara tetangga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun

2008 tentang WilayahNegara;

hh. Pengembangan pulau-pulau terkecil dan terluar dengan program
prioritas: (1) Pengembangan sarana dan prasarana di pulau keeil dan
terluar; (2) Peningkatan konektivitas dan akses di pulau terkecil dan
terluar; (3)Budidaya dan peningkatan nilai tambah hasil laut, ikan dan
lainnya; (4)Pengembanganproduk unggulan di pulau kecil dan terluar;
(5) Peningkatan pemasaran hasil pengolahan dan budidaya produk

unggulan;

Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskanPenegasan

NegeriNomor141Tahun 2017 tentang PenegasanBatas Daerah;

ee. Percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan

pemahaman masyarakat untuk memahami cara dan mekanisme

menjadi tenaga kerja di luar negeri secara legal dan aman, membentuk I

layanan tata kelola bagi calon TKI secara terpadu dan transparan,
mengintensifkan sidak dan operasi secara berkala di wilayahperbatasan
terutama di jalur tidak resmi terhadap orang yang akan pergi ke luar
negeriyang diindikasikan secara non procedural (ilegal);

Pelaksanaan event nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti I
kegiatan Musabaqah TilawatilQur'an (MTQ)dan SeleksiTilawatilQur'an

(STQ)sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 10 huruf f Undang­

UndangNomor23Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah;

dd. Tugas pembakuan nama unsur rupabumi (toponimi) dengan I
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 39 Tahun I
2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi dan I
penegasan batas daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam

cc.
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kk. Pembangunan kawasan perbatasan yang holistik, terintegrasi, dengan

fokus potensi unggulan dalam konsep pengembangan wilayah yang

terintegrasi, maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaterr/Kota, yang

berada di kawasan perbatasan negara harus

memperhatikan /menjadikan dasar atau acuan pada rencana induk

Pengelolaan Perbatasan Negara dan Rencana Aksi Pengelolaan
Perbatasan Negara yang disusun oleh Badan Nasional Pengelolan

Perbatasan;

11. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur yang termasuk kategori daerah tertinggal untuk

memfokuskan penanganan program dan kegiatan berdasarkan kriteria
perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan

karakteristik daerah dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor

78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

mm. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi
kesenjangan antar daerah pada kabupaten daerah tertinggal, meliputi:
penyusunan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal, penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD)
pemerintah kabupaten dalam percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal, pelaksanaan reviu dokumen RAD pemerintah kabupaten
dalam percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penyusunan
Laporan Monitoringdan Evaluasi ProgramRADpemerintah provinsi dan

11. Percepatan pembangunan infrastruktur pada daerah perbatasan

dengan memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan

infrastruktur berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan

pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan;

JJ. Pendanaan Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara dalam
rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan memperkuat

Ketahanan Pangan, serta Program Peningkatan Konektifitas melalui

Pembangunan Infrastruktur Kewenangan Provinsi maupun I
Kabupaterr/Kota untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan

dikawasan perbatasan negara yang berkoordinasi dengan BPPDsesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140
Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di
Daerah;
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2. PengembanganKawasanTransmigrasi,antara lain:

a)Peningkatan kerjasama antar wilayab, antar pelaku dan antar

sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi skala

provinsidan kabupatenZkota;

b)Pengembangan sosial budaya transmigrasi di astuan
permukiman pada tahap pemantapan;

c)Pengembangan prasarana dan sarana sosial, budaya dan
ekonomidi satuan pennukiman pada tahap pemantapan; dan

d)Evaluasi perkembangan satuan permukiman pada tahap
pemantapan dan kawasan transmigrasi;

00. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, sarana

dan prasarana dalam rangka pembinaan teknis

operasional ketenteraman, ketertiban umum, penegakan perda serta

perlindunganmasyarakat tennasuk mitigasi bencana, pencegahan
kebakaran berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan

pemerintahan daerab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan;

antarkoordinasi

pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan daerah
tertinggal, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggaldan

Keputusan Presiden Nomor 26 Tabun 2018 tentang Rencana Aksi

NasionalPercepatan PembangunanDaerab Tertinggal;

nn. Pelaksanaan urusan transmigrasi, Pemerintah Daerah perlu
mendukung hal-hal sebagaiberikut:

1. Perencanaan dan PenyiapanKawasanTransmigrasi,antara lain:

a) Sinkronisasi rencana kawasan transmigrasi;

b) Pencadangan tanab di kawasan transmigrasi;

c)Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan

transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM;

d) Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Satuan
Permukimandi kawasan transmigrasi; dan

e)Koordinasi antar provinsi dan
kabupaten Zkota,
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penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi
antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat
pusat, provinsi yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan

Pestisida (KPPP),antara lain:

yustisia,proPPNS, pelaksanaan penegakan Perda secara

danZatau pemberkasan sampai dengan P.21;
rr. Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaranj'distribusi dan

qq. Pelaksanaan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan
dasar, Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur perlu mendukung antara

lain hal-hal sebagai berikut: pengadaan sarana prasarana dan

kelengkapan serta peralatan operasional Satpol PP, deteksi dini
dan penanganan gangguan trantibum, sosialisasi kebijakan dan
pemetaan daerah rawan trantibum, pengelolaan data dan informasi
Satpol PP, tim penilai angka kredit tingkat provinsi, kabupatenZkota,

sekretariat jabatan fungsional PolisiPamong Praja, Diklat Dasar sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi

PamongPraja, diklat teknis dan diklat fungsional Pol PP dan PPNS,uji
kompetensi bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja daiam rangka

percepatan proses inpasing jabatan fungsional, pemetaan kebutuhan
PPNS,peningkatan jumlah PPNS, pembentukan sekretariat
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pp. Peningkatan kinerja daerah dalam pencegahan dan penanggulangan

kebakaran, yang diprioritaskan untuk:

1)Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan;

2) Pengadaan alat pelindungdiri Petugas PemadamPenyelamatan;
3) Pelatihan Petugas Kebakarandan Penyelamatan;

4)Sosialisasi Kebijakan,pemetaan, dan pemutakhiran daerah rawan
kebakaran;

5) PengelolaanData dan Informasikebakaran; dan

6) Implementasi jabatan fungsional pemadam kebakaran tingkat
ketrampilan dan keahlian di kabupaten /Kota.

dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam
Kebakaran di daerah dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 122
Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam
Kebakaran di Daerah.



ss. Pencapaian prioritas pembangunan nasional bidang ketahanan energi
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenaglistrikan, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, sebagaimana

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Peraturan

Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi

Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain

untuk:

1) penyusunan Rencana UmumEnergiDaerah Provinsi(RUED-P);
2) penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi

(RUKD-P);
3)Percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan layanan BBM satu

harga, melalui:

a)pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan, percepatan peningkatan rasio
elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam

pengembangan EnergiBarn Terbarukan (EBT)dan;

b)pengawasan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik (RUPTL)oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik (IUPTL)dan pengawasan penerapan tarif tenaga listrik oleh

pemegangIUPTL;
c)pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik, penyediaan
Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)bagi masyarakat yang
belum mendapatkan akses listrik dan BBM satu harga bagi

masyarakat terpencil;
4) penyediaan database perijinan dan aset di bidang ESDM; dan

5) pemeliharaan dan operasional aset-aset di bidang ESDM.
tt. Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia

dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa
depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu:

1) Koordinasidan evaluasi tingkat provinsi;
2) Pemantauan dan evaluasi KPPP;
3) Pengambilarr/pembeliansampel pupuk dan pestisida; dan
4) PengujianZanalisasampel pupuk dan pestisida.
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54. SKPD diwajibkan menyusun Draft RUP sebelum proses asistensi RKA-

SKPD, serta melakukan pengisian RUP melalui laman : I
sirup.kaltimprov.go.id seeara paralel pada saat proses Asistensi RKA­

SKPD.

55. SKPDmengumumkan RUP setelah asistensi RKAdilaksanakan.

56. Semua usulan Rineian Objek Belanja kegiatan dalam RKA dilaran

dalam bentuk Paket, harus sesuai dengan Reneana Anggaran Biaya (RAB)

satuan yang terukur.

57. Untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dialokasikad

seeara Orang/Trip (OT),Orang/Kegiatan (OK),Orang /Hari (OH)pada RKA-'

SKPD.

53. SKPD dapat menganggarkan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang meliputi : I

a) Honorarium personil pengadaan barang/jasa termasuk tim teknis, tim

pendukung dan staf kegiatan;

b) Biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/iJasa;

e) Biaya Pendukung lainnya yang diperlukan yang meliputi : biaya

survey lapan gan, biaya survey harga, biaya rapat, biaya pendapat ahli

hukum Profesional, dan biaya-biaya lainnya.

pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang eagar Budaya;

3) upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan

dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan

pereneanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejabteraan

masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor I
66 Tahun 2015 tentang Museum.

uu. Peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dan level kapabilitas APIP dengan mempedomani Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP).

vv. Peningkatan kualitas rumah Zrehabilitasi rumah tidak layak huni

untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah.

perlindungan,melalui

perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017

tentang Pemajuan Kebudayaan;

2) upaya pelestarian eagar budaya

melaluiIndonesiakebudayaanobyekpemajuan1)upaya
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kompetensi diluar instansi pemerintah supaya dilakukan secara
selektif dan menjadi tanggungjawab Kepala SKPD dan dikurangi
frekwensinya agar tidak membebani belanja perjalanan dinas.

65. Dalammengusulkan kebutuhan barang, SKPDwajib melampirkan daftar

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan penggunaannya sesuai
standarisasi sarana dan prasarana Pemerintah ProvinsiKalimantanTimur.

66. Dalam merencanakan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah,
SKPD wajib melampirkan daftar Rencana Pemeliharaan Barang Milik
Daerah.

67. SKPDwajib melakukan evaluasi terhadap tenaga teknis/non-teknis yang
ada pada SKPD dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dan di
tembuskan kepada KepalaBKD.Berdasarkan hasil evaluasi tersebut SKPD

64. Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop,

seminar dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari
tertentu yang terakreditasi dan atau bersertifikasiorganisasi/ lembaga

59.Untuk belanja kegiatan konstruksi dirincikan dalam RKASKPD sesuai

dengan RAB/ dokumen sejenis lainnya.

60. Untuk belanja kegiatan pemeliharaarr/rehabilitasi dirincikan sesuai

kondisinya dalam RKA SKPD sesuai dengan RAB/dokumen sejenis
lainnya.

61. Untuk kegiatan fisik yang belum ada desainnya, Tim Asistensi dapat
mengevaluasi besaran kewajaran anggarannya.

62. Tim Asistensi RKASKPD dimungkinkan untuk melakukan perubahan

pemaketan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan
pertimbangan efisiensi, efektifitas dan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku.

63. Untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK)dirincikan dalam RKASKPD
dengan satuan Kegiatandan Bulan.

- Satuan Kegiatanuntuk kegiatan yang bersifat teknis;
- Satuan Bulan untuk kegiatan yang bersifat rutin;

58.Untuk belanja honorarium kegiatan dirincikan dalam RKA SKPD
sebagai berikut :

- TenagaTeknis/Non Teknis, pengelolakeuangarr/pengelola barang,
Pengelolacounterpart dengan satuan Orang/Bulan;

- TimGubernur Untuk PengawalanPercepatan Pembangunan (TGUP3)
dengan satuan Orang/Bulan;
PengelolaPengadaan Barangj'.Jasa dengan satuan orang/kegiatan
Kegiatandengan satuan Orang/Kegiatan;
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konsultan perencana dan konsultan pengawas, biaya perencanaan dan

pengawasan dianggarkan pada belanja modal. Besaran

anggarannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

75. Pengeluaran untuk pengadaan barang yang harga satuannya (per unit)

kurang dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

dimasukkan pada Belanja Barang dan Jasa kecuali terhadap

pengeluaran untuk tanah, jalanyirigasi/jaringan dan aset tetap lainnya

berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian tetap

dialokasikan pada belanja modal
76. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang

digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai
pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum
kapitalisasi dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa. Nilaisatuan

menggunakan

68.menganggarkan jasa Tenaga Teknis/Non-Teknis harus melampirkan

kebutuhan tenaga teknis/non teknis sesuai tupoksi SKPD,

pelaksanaannya dilakukan dengan perjanjian kontrak dan masa
kontrak maksimal 12 (dua belas) bulan, dan besaran honomya

disesuaikan dengan Standar Satuan Hargayang ditetapkan.

69. Penganggaran jasa Tenaga Teknis/Non-Teknis dimasukkan pada
rekening belanja barang dan jasa, sub belanja jasa tenaga Teknis/Non­

Teknis.
70. luran Jaminan Kesehatan, Jaminan KecelakaanKerja (JKK)dan Jaminan

Kematian (JKm) bagi Tenaga Teknia/Non-Teknis diberikan terpisah dari

besaran honor sesuai dengan Standar Satuan Hargayang ditetapkan.
71.Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan

perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar
mengutamakan hasil produksi dalam negeri.

72. Penganggaran belanja untuk penggunaan energi agar mempedomani

lnstruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi

dan lnstruksi Gubemur Kaltim Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Penerapan HematEnergi,Airdan Kertas.

73. SKPD menganggarkan honorarium pejabat pengadaan,kelompok kerja

pengadaan, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, serta tenaga
ahli yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa yang bersangkutan

dan besarannya sesuai dengan standarisasi harga.
74.Untuk kegiatan rehabilitasij'pembangunan yang
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77. Tidak termasuk dalam pengertian pengeluaran belanja modal yang

memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa

datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan

efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar

kinerja adalah pengeluaran:

a) Pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan

rutirr/berkalayterjadwal, atau

b) yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap

tersebut agar berfungsi baik/riormal, atau
c) hanya sekedar untuk memperindah atau mempercantik suatu aset

tetap.

Sehingga pengeluaran untuk point a, b dan c dianggarkan dalam

belanja barang dan jasa.

77. minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa

peralatan dan mesin sebesar Rpl.500.000,00 ke atas. Sedangkan nilai

satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap

konstruksi sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas. Suatu pengeluaran yang

terjadi setelah perolehan aset tetap baik berupa

rehabilitasi/pemeliharaan/penambahan/renovasi dan sejenisnya akan

diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Memberi manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk:

1) meningkatkan efisiensi, dan/ atau

2) menambah kinerja, dan Zatau

3) menambah kapasitas produksi/volume, darr/atau

4) menambah fungsi atau

b) nilai rupiah pengeluaran belanja tersebut sama atau melebihi

nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan,

atau

c) pengeluaran belanja setelah perolehan yang memperpanjang masa

manfaat Nilai satuan rmrumum kapitalisasi atas

pengeluaran belanja setelah perolehan aset tetap (pemeliharaan) yang

dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Konstruksi gedung/bangunari/jalan/ jaringan Rp.50.000.000 ke

atas.

2) Peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.
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79. Pada saat asistensi harus melampirkan notulen rapat hasil

pembahasan RKA-SKPDoleh Kepala SKPD dengan kepala-kepala

BidangjKabagdan wajibmembawadata pendukung sebagai berikut:
a) Daftar jumlah pegawai PNS sesuai GolonganjEselon dan Pegawai

NonPNS.
b) Hasil Evaluasi Tenaga TeknisjNon-Teknis yang ada dan telah

ditetapkan olehKepalaSKPD.
c) Data inventaris barang pada SKPDtahun terakhir.

d) Daftar Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah danjatau daftar

Rencana Kebutuhan PemeliharaanBarangMilikDaerah.

e) Data inventarisasi luasan bangunan yang akan direhab.
f) Data pendukung teknis (Kerangka Acuan Kerja Pengadaan

BarangjJasa, spesifikasi teknisjbarang, gambar rencana, DED,

sketsa penanganan, dsb).

g) Rencana KerjaSKPD.

h) Daftar nama, alamat penerima, jenis barang dan nilai besaran bagi

SKPDyang mengalokasikan "belanja barang yang akan diserahkan

kepada pihak ketigajmasyarakat".
i) Surat Pemberitahuan ke Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kaltim bagi SKPD yang menganggarkan pengadaan

AplikasiSistem Informasi;
j) Surat Rekomendasi dari Dinas PUPR& PERAProvoKaltim bagi

SKPD yang mengusulkan RehabjPemeliharaan Gedung yang

masuk kriteria belanja modal;
k) Penganggaran Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) dan

Kendaraan Roda2 (dua)harus melampirkan persetujuan Sekretaris

Daerah.
1) Apabila syarat-syarat diatas tidak terpenuhi sampai dengan batas

akhir asistensi, maka terhadap kegiatan yang tidak memenuhi
syarat tersebut ditunda oleh tim asistensi.

78.Untuk biaya peningkatan Sumber Daya Manusia (kursus, bimtek,
pelatihan, diklat) di masing-masing SKPD, maka biaya kontribusi
harus dialokasikan pada kode rekeningbelanja kontribusi.
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NIP. 19620527198503 1 006
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Samarinda, 31 Desember 2019
GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

80. Jika terdapat nilai rasionalisasi anggaran dalam pelaksanaan Asistensi

RKA-SKPDmaka dimungkinkan untuk menambah target dan volume
kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Kesepakatan KUAPPAS, sesuai
arahan dan wewenang dari Tim Asistensi RKA-SKPD dengan
persetujuan TAPD.

81. Jumlah personil staf pengelola kegiatan agar dibatasi sesuai dengan beban

kerjanya,

82. Honorarium PPTKyang menanggani beberapa kegiatan hanya diberikan 1
(satu) honor. Adapun klasifikasi besaran honor berdasarkan nilai

kumulatif paket yang ditangani.
83. SKPD menganggarkan honorarium pejabat penatausahaan barang,

pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang MilikDaerah.
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